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KEMENTERIAN PERTANIAN

OIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 1892IKPIS lPK.2to lF /2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN

POPUI,ASI SAPI DAN KERBAU BUNTING TAHUN ANGGARAN 20I9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

Menimbang a. bahwa untuk peningkatan populasi sapi dan kerbau

demi tercukupinya protein hewani bagi masyarakat

telah diterapkan Upaya Khusus Percepatan

Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

b. bahwa dalam perkembangannya pelaksanaan Upaya

Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan

Kerbau Bunting masih diperlukan keberlarjutannya

di Tahun 2Ol9 agar peningkatan populasi sapi dan

kerbau berjalan dengan baik dan optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, serta melaksanakan

ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 48/ Permentan/ PK.2lO llO 12016 tentang

Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi

dan Kerbau Bunting, pcrlu menetapkan Keputusan

Direktur Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan

tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus

Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau

Bunting Tahun An ggaran 2019;
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Mengingat l. UndarE-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (I,embarar Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, "larnbalrar\ l,€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahal kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Talggun$awab

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 66, Tambaiar Leurbararl Negara Republik

lndonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undarg Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang

Petemakan dan Kesehatar Hewan (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimara telah drubah der:gan Undang-Undarg

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Petema-lGr dan Kesehatan Hewan (Le mbaral Ne gara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 338, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik

Indonesia Taiun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimara diubah dengan Undar:g-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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6. Undang-UndaIg Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Anggarau Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2019 (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6263);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentarg

Organisasi Kementerian Negara (l-embararr Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8 Peraturar Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Kepurusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016

tentalg Pemberhentian dan Pengargkatan da-ri dan

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertania-n Nomor 43/Pementan/

0"1.21,0 l8l2ol5 tentang Organisasi dan Tata Ke{a

Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/

PK.21O|1O/2O16 tentang Upaya Khusus Percepatan

Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI

SAPI DAN KERBAU BUNTING TAHUN ANGGARAN 2019.

Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan

Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun

Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
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KEDUA

KETTGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;

2. Pimpinan Esellon I lingkup Kementerian Pertanian.

Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan

Peningkatar Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, sebagai acuan bagi semua pihak terkait da-lam

pelaksanaan keglatan Upaya Khusus Percepatan

Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun

Anggaran 2019.

Dalarn hal masih diperlukan ketentuan yang bersifat teknis

dan memerlukan rincian lebih lanjut, sesuai dengan

kewenangalnya ditetapkan :

a. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Kepala Dinas

Daerah Provinsi; dan

b. Petunjuk Teknis (Juknis), Kepala Dinas Daerah

Kabupaten/Kota;

yang melalsanakan fungsi peternakal dan kesehatart

hewan.

Dengan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaar ini, Pedoman

Pelal<sanaan dan Teknis terkait Upaya Khusus Percepatan

Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun

2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 02 JFnuErl 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN

DAII KES HEVr'AN,

I KETUT D ITA

NrP. 19621231 198903 1 006



KATA PENGANTAR

Tahun 2019 mempakan tahun ketiga pelaksanaan Upsus Siwab sebagai upaya
percepatan peningkatan populasi temak sapi/kerbau di Indonesia Melalui
Upsus Siwab diharapkan pertumbuhan populasi ternak sapi/kerbau terus
meningkat. Untuk hal tersebut faktor peningkatan kelahiran, penurunan
angka kcmatiar dan pengendalian pemotongan temal( beLina produktif
menjadi ha] penting yang perlu difokuskan. Evaluasi kinerja Upsus Siwab
tahun 2018, menunjukan kinerja IB mencapar 3.9A7.661 ekor akseptor atau
132.92%o dari target 3 juta ekor akseptor, dengan jumlah pelayanan IB
sebanyak 4.35O.206 dosis. Kinerja kebuntingan 2.051.108 ekor atau 97.67Vo
dari target 2.1 juta ekor, dan kinerja kelahiran 1.a32.76a ekor atau 109.097o
dari target 1.68 juta ekor,

Pada tahun 2019 pelal<sanaan program Upsus Siwab ditargetkan 3 Juta
alseptor IB yang diharapkan menghasilkan kebuntingan 2,1 juta ekor dan
kelahiran 1,68 juta ckor. Pelaporan kegiatan IB, kebuntingan, kelahiran dan
kegiatan teknis pendukung lainnya dilakukar melalui sistem iSIKHNAS
sehingga dapat dipantau secara cepat dan reql tirue.

Upsus Siwab tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan dengan baik sesuai
dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Upsus Siwab tersebut, maka dibuat Pedoman Pelaksanaan Upsus Siwab tahun
2019, sebagai acuan bagi semua pihak terkait baik di tingkat Pusat maupun
Daerah. Akhir kata semoga semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan
Upsus Siwab dapat menjalankan program ini dengan lancar dan tertib

Jakarta, 02 Januari 2019
Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewar,

I Ketut D ta
NIP 1962 311989031006
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

NOMOR :

TANGGAL 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PEN]NGKATAN
POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
OPERASIONALISASI UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN

POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING

A Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupalan bagian dari pembangunan
ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan
meningkatkan kesejahteraan petani/peternak Ketersediaan pangan asal
hewan termasuk daging sapi yarlg mudah diakses dari sisi produksi dan
harganya sangat dipertukan dalam upaya meningkatkan konsumsi
protein hewani bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal
hewan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang
kuat, cerdas dan inovatif dalam menyonsong era globalisasi lang
mengedepankan daya saing dalam segala bidang.

Peningkatan populasi ternak sapi dan produksi daging menjadi hal urama
untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang mudah diakses oleh
konsumen baik kualitas maupun kuantitasnya. Permintaan terhadap
daging sapi diyakini akan mengalami peningkatan seiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, rrnggrn)'a
kesadaran untuk mengkonsumsi pangan berglzi, tinggi dan
berkembangnya industri kuliner yang menyaJikan bahan baku berbasis
daging sapi.

Tingginya permintaan daging sapi harus diimbangi dengan pertumbuhan
populasi dan produksi daging sapi dalam negeri, sehigga kebutuhan
daging dalam negeri dapat dipenuhi dari usaha peternakan rakyat
sedangkan impor secara bertahap dapat dikurangi, sejalan dengan
rencana swasembada daging sapi nasronal tahun 2026. Kebutuhan
daging nasiond saat ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi
dalam negeri karena pertumbuhan populasj sapi dalam negeri masih
rendah atau belum optimal.
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Sapi potong dan kerbau sebagai salah satu sumber proteln hewanr yang
sangat diminati masyarakat, sebagian besar diusahakan oleh petani
dalam skala kecil sebagai usaha sambilan atau disebut dengan
petemakan rakyat. Sistem peternakan rakyat sebagai usaha yang
terintegrasi dalam sistem usaha tani di pedesaan (diversifikasi pertanian),
mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Dengan banyaknya
peternak yang terlibat pada usaha peternakan, diharapkan kondisi
tersebut dapat meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan
terutama di pedesaan. Perkembangan sektor petemakan ju8a akan
mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi hulu dalam penyediaan input
produksi dan ekonomi hilir dalam kegiatan distribusi, pemasaran,
pengolahan hasil dan jasa keuangan. Oleh karena itu pembangunan
petemakan sebaiknya diarahkan dalam satu sistem agribrsnrs yang
holisric terintegrasi dari hulu sampai hilir yang bersinergis dengan usaha
pertanian lainnya (diversilikasi pertanian) sehingga lebih eIsen

Lambatnya pertumbuhan populasi sapi dalam negeri secara umum
disebabakan oleh belum optimalnya manajemen reproduksi ternak sapi
ditingkat peternak dan adanya gejala penurunan peforma ternak yang
berdampak terhadap penurLrnan produksi daging Manajemen reproduksi
yang tidak optimal berimplikasi pada banyaknya kejadian IB berulang
atalJ seuice per conseption masih tinggi rata rata 2-3 sehingga jarak
beranak menjadi lebih panjang dari normalnya. Selain itu masih banyak
terjadi perkawinan sedarah linbreedirtg) terutama di daerah dengan
pemeliharaan temak secara ektensif yang berpengaruh terhadap
rendahnya mutu genetik yang akan berdampak pada rendahnya
produktivitas temak. Belum optimatnya manajemen reproduksi sapi
potong meyebabkan kerugian bagi peternak baik secara materi maupun
inmateria.l.

Mencermati hal tersebut dalam upaya percepatan peningkatan populasi
sapi, pemerintah menjalankan Upaya khusus sapi indukan/kerbau wajib
bunting (Upsus Siwab) yang diamanatkan dalam Permentan Nomor
48/Permentan/ PK,2lO llO l2016. Melalui program upsus siwab
diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan peternakan kepada
masyarakat, perbaikan manajemen reproduksi dan produksi ternak serta
perbaikan sistem pelaporan dan pendataan reproduksi ternak melalui
sistem aplikasi iSIKHNAS. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Upsus
Siwab, maka pelaksanaannya dilakukal secara teritegrasi dengan
kegiatar pendukung lainnya yaitu pendistribusian semen beku dan N2
cair, penanggulangan gangguan reproduksi, penyelamatan pemorongan
beLina produktif dan penguatan pakan serta peningkatan SDM mealui
pelatihan IB, PKb dan ATR.

Upsus Siwab merupakan program nasional untuk ketahana pantsan yang
harus dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah terkait pusat rnaupun
daerah untuk menterjemahkan, merumuskan dan mengimple mentasikan
strategi dan upaya untuk mensukseskan program tersebut. Dalam upaya
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pelaksanaan Upsus Siwab maka ditetapkan Penanggungiawab Supervisi
di tingkat provinsi dar kabupaten/kota yang mendampingi pelaksanaan
kegiatan di daerah. Koordinasi antar instansi, antar penangungjawab
supervisi, antar dinas, antar bidang diperlukan untuk bekerjasama,
bersinergi dalam menjalankan program upsus siwab sehingga timbul
harmonisasi pemahaman untuk besama-sama membangun dan
mensejahterakan peternak agar berdaya sarng.

Pelaksanaan upsus siwab tidaklah semudah yang dihkirkan, karena akan
melibatkan unsur manusia, hewan ternak dan sarana prasarana
pendukung, sehingga dalam pelaksanaannya perlu manajemen yang baik
dan terstruktur. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Upsus
Siwab, dia-ntaranya: terlambatnya distribusi sarana dan prasarana IB,
keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, pengetahuan peternak masih
rendah terhadap IB dan manajemen reproduksi terutama diwilayah semi
intensif dan ektensif, keterbatasan untuk mengakses akseptor karena
topografi daerah yang sulit serta masih banyak kondisi ternak yang
kurang baik karena keterbatasan pakan maupun penyakit gangguan
reproduksi.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjalankan program upsus siwab
dengan baik, mulai dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat,
pengembangan SDM tenaga inseminator dan PKb, perbaikan sarana dan
prasarana pendukung, melakukan sosialisasi serta perbaikan sistem
pelaporan melalui Isikhnas. Diharapkan pelaksanaan Upsus Siwab
beialan dengan baik, sehingga dapat memperbaiki sistem reproduksi
ternak yarg berdampak terhadap kesejahteraan peternak dan peningatan
produktivitas temak sapi/ kerbau dalam negeri untuk mewujudkan
swasembada pangal.

Pangan senandasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergrzi,
dan beragam dengan harga yang tedangkau daya beli masyarakat, serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan
nabati (asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan
pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu
yalg berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak.

Berdasarkan data Statistik Peternakan Ditjen PKH Tahun 2018,
Konsumsi daging sapi per kapita tahun 2017 sebesar 0,469 kg, atau
meningkat sebesar 12,50 persen dari konsumsi daging sapi per kapita
tahun 2016 seb€sar 0,417 kg. Konsumsi kalori per kapita sehari untuk
daging pada tahun 2017 sebesar 67,70 kkal meningkat sebesar 20,85
persen dibandingkan konsumsi tahun 2016 sebesar 56,02 kkal.
Konsumsi protein per kapita sehari untuk daging pada tahun 2016
sebesar 4,20 gram, meningkat sebesar 25,37 persen dibandingkan
konsumsi ta-hun 2016 sebesar 3,35 gram.
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Berdasarkan data tahun 2OO9-2O14, konsumsi daging rumrnansra
meningkat sebesar 18,27o dari 4,4 gram/kap/hari pada talun 2009
menjadi 5,2 grajn/kap/hari pada tahun 2014. Dllajo pihak dalam kurun
waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi-
65,24% kebutuhan total nasional. Sehinggn kekurangannya masih
dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku

Dengaa demikiaa Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi
dan Kerbau Bunting ini perlu keberlanjutan di Tahun 2Ol9 agar
memastikan sapi/kerbau betina produktif milik peternak dikawinkan baik
melalui inseminasi buatan maupun kawin alam sehingga Peningkatan
Populasi Sapi dan Kerbau berjalan optimal.

2. Maksud dan Trrjuarr
Pedoman Pelaksanaan inr dimaksudkan sebaga.i dasar hukum
pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi

Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2019, yang meliputi :

a. Menyediakan se men beku;
b. Meningkatkan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas

teknis reproduksi ternak;
c. Meningkatka-n pelayanan IB;

d. Menjamin ketersediaan dan distribusi semen beku, N2 cair dan
kontainer:
l) Menjamin ketersediaan semen beku, N, cair, dan kontainer di

lokasi distribusi (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).
2) Menjamin pendistribusian semen beku, N2 carr dan kontainer dari

produsen semen beku atau N2 cair dan distributor kontainer ke
lokasi distribusi (Provinsi/ Kabupaten / Kota) .

e. Meningkatkar produksi hijauan pakan ternak;
f. Melaksaaakan identifrkasi dan penanggulangan gangguan reproduksi;
g. Menyelamatkan akseptor (betina produkti! dari pemotongan di RPH

dalarn rangka mendukung UPSUS SIWAB;

h. Menyediakan standar prosedur baku pelaporan kegiatan teknis
UPSUS SIWAB Tahun 2019; dan

i. Mengukur capaian kinerja pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB
Tahun 20I9 secara periodik dan ber.;en;ang.

Tujuan Pedoman adalah dapat terlaksananya program Upsus Siwab
dengal baik sesuai sasaran untuk percepatan peningkatkal poputasi
sapi/ kerbau.
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Menghadapi tartangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program
peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan
pendekatan yarlg tebih banyak mengikutsertakan perar aktif masyarakat.
Sejat Tahun 2017 Pemerintah telah menetapkan UPSUS SIWAB (Upaya
Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting).



3. Sasaran

Sasaran pengguna Pedoman Pelaksanaan ini adalah Pemerintah, UF,I
Pusat, Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi peternakan dan
kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten/kota, lnstansi latnnya di
seluruh Indonesia, dan petugas lapangan.

4. Keluaran
a. Terlayaninya perkawinan sapi/kerbau betina sebanyak 3 juta ekor

akseptor;

b. Tingkat kebuntingan sapi/kerbau sebesar 70 7o dari akseptor yang
di IB;

c. Tingkat kelahiran sapi/kerbau sebesar 80 o/o dari akseptor yang

bunling;
d. Bertambahnya hijauan pakan ternak seluas 1.586 Ha di 23

provinsi;

e. Penurunan pemotongan betina produktif di 32 provinsi;

f. Terdistribusikannya semen beku, N2 cair dan kontainer sesuai
dengan peta kebutuhan semen beku di 34 provinsi;

g. Tertanggulanginya kasus gangguan reproduksi;

h. Terselenggaranya manajemen pelaporan kinerja Upsus Siwab

sebanyak 35 laporan.

5. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman ini meliputi
a. Operasionalisasi UPSUS SIWAB;

b. Pelaksanaan Kegiatan IB;

c. Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, Nitrogen (N:) Cair Dan
Kontainer;

d. Penyediaan Hijauan Pakan Temak;
e. Penanggulangan Gangguan Reproduksi;

f. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif,
g, Tata Cara Pertanggung jawaban Keuangan;

h. Pengendali lntemal Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

6. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengant
1. Upaya Khusus Percepatan peningkatan populasi Sapi dan Kerbau

Bunting yang selanjutnya disebut UPSUS SIWAB adalai kegiatan
yarg terintegrasi untuk percepatan peningkatan populasi sapi dan
kerbau secara berkelanjutan.

2. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB adalah teknik
memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak
betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan
alat inseminasi.
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3. Petugas Teknis Reproduksi adalah medik veteriner, paramedik
veteriner, inseminator, petugas pemeriksa kebuntingan, dan asisten
teknis reproduksi.

4. Medik veteriner adalah Dokter Hewan yang memiliki profesi di bidang
kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam
melaksalakan pelayanan Kesehatan Hewan.

5. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah
kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk
melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi
kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.

6. Inseminator adalal petugas yang berwenang melal<sanakan IB serta
telal memiliki SIPP Inseminator dan/atau keputusan penugasan.

7, Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut PKb

adalah petugas yang berwenang melaksanakan IB dan PKb serta
telah memiliki SIPP PKb dan/atau Keputusan Penugasan.

8. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah
petugas yang berwenang melaksanakan manajemen reproduksi yang
memitiki SIPP dan/atau Keputusan Penugasan.

9. Data recorder adalah koordinator iSIKHNAS dan petugas yang
ditunjuk yarg mempunyai tugas mengelola data Upsus Siwab dt
provinsi dan kabupaten/ kota

10. Akseptor adalah ternak sapi atau kerbau betina produktif yang

dimanfaatkan untuk inseminasi buatan dan kawin alam untuk
menjadi bunting.

11. Akseptor IB adalah ternak sapi/kerbau betina produktif atau
indukan yajlg dimanfaatkan untuk IB.

12. Sinkronisasi estrus (penyerentakan berahi) adalah upaya
menimbulkan estrus menggunakan se diaan hormon agar ter.;adi

ovulasi yang fertil pada sekelompok temak yang meme nuhi
persyarata! tertentu.

13. Semen Beku Sapi/Kerbau adalah semen yang berasal dari pejantan
sapi/kerbau terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses
produksi sehingga menjadi semen beku dan di simpan di dalam
rendaman nitrogen cair pada suhu - 196"C pada kontainer.

14. Betina produktif yaitu ternak betina yang memiliki saluran
reproduksi normal, dapat memperlihatkan gejala esfrus, bunting,
melahirkan dan membesarkan anak.

15. Gangguan Reproduksi yang selanjutnya disebut cangrep adalah
perubahan fungsi normal reproduksi betina.

16. Hijauan Pakan Temak yang selanjurnya disebut Hpf adalah bagian
ve8etatif Tanaman Pakan Ternak (TpT) yang berwarna hijau yang
dapat digunakan sebagai balan pakan.

17. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disebut pokja pusat adalah
kelompok kerja yang terdiri dari unsur Sekretariat dan Direktorat
Teknis lingkup Direktorat Jenderal Petemakan dan Kesehatan
Hewan.
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18. Dinas Provinsi adalah perangkat daera}t provinsi yang
melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

19. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota
yarg melalsanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

20. Kelompok Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut Pokja Provinsi
ada.lah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi.

21. Kelompok Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pokja
Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri darr unsur
Dinas Kabupaten/ Kota.

22. Bimbingan Teknis Petugas Teknis Reproduksi adalah proses belajar
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknis
reproduksi.

23. Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan,
ketrampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif
dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan

24. Standar Kompetensi Kerja adalah jenis-jenis kompetensi ker.;a yang
harus dikuasai oleh seorang pejabat atau petugas yang menduduki
jabatan atau melaksanakan pekerjaan tertentu agar dapat
berprestasi baik dalam menduduki jabatan atau melaksanakan
pekerjaan tertentu.

25. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif adalah upaya
pencegahan pemotongan betina produktif melalui pengawasan dan
penolakan pemotongan betina produktif.

26. Pemeriksaar Ante Mortem dan Posl Morrem (AM-PM) adalah
pemeriksaan status kesehatan hewan dan pemeriksaan pasca
penyembelihan yang dilakukan oleh Dokter Hewan atau petugas
yang ditetapkan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.

27. Petugas Pelapor Data Pemotongan adalah petugas yang
menghimpun dan melaporkan data pemotongan di RPH di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanaJcan urLlsan
peternakan dan kesehatan hewan setempat.

28. Petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya
disebut Petugas Kesmavet adalah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan
Dokter Hewar yang telah mengikuti pelatihan sebagai Pengawas
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) atau petugas yang
ditunjuk yang memiliki keterampilan khusus dalam melaksanakan
pengawasarl hulu dan hilir yang bertanggung jawab dibawah
penyeliaan dokter hewan dilengkapi dengan surat penugasan dari
Kepala Satuan Kerja (Satker).

29. Petugas Penanganan Gangrep adalah petugas yang melaksanakan
tindakan diagnosa, prognosa dan penanganan terhadap gangguan
reproduksi sampai sembuh dan siap menjadi akseptor serta
bertalggungjawab dalam pelaporan melalui iSIKHNAS.

30. Petugas Pelapor Distribusi adalah petugas yang metaporkan data
ketersediaan dan distribusi semen beku, N2 cair dan kontainer yang
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ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan peternakan dan
kesehatan hewan setempat.

31. Petugas Pelapor Pakan adalah petugas yang menghimpun dan
melaporkan perkembangan kegiatan pakan yang ditetapkan oleh
Dinas yarrg melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan
sete mpat.

7. Pelaksaraan

Untuk kelancaral pelalsaraan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan
Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2019, dibentuk:
a. Pokja Pusat yang ditetapkan oleh Menteri atau atas nama Menteri;
b. Pokja Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atau atas nama

Gubemur;
c. Pokja Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atau

atas nama Bupati/Wali Kota.

B Gambaran Umum dan Target

l. Gambaran Umum
Berdasarkan Statistik Peternakan dan Keseharan Hewan Tahun 2018
jumlah populasi sapi dan kerbau tahun 2018 sebanyak 18.956.537 ekor.
Secara nasiona-l perkiraan total populasi sapi/kerbau betina dewasa
(umur 2-8 tahun) pada tahun 2018 sebesar 8.032.748 ekor. Struktur
Populasi Sapi dal Kerbau Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel
Format 1.

Upsus Siwab sebagai upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau
dilakukan sejak tahun 2017, yang merupakan lasilitasi dan optimalisasi
pelaksanaan kegiatan reproduksi secara terintegrasi dan berkelar.rjutan
sebagaimana digambarkan pada langkah operasional Upsus Siwab terlihat
pada Format 2.
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Pen)rusunan Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten daJam pelaksanaan
tugasnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi
peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan keu,enangannya.
Komposisi anggota Pokja disesuaikan dengan kebutuhan dan melibatkan
personal yarg tepat dengan kompetensi manajerial dan operasronal yang
mumpuni untuk mencapai target upsus siwab. Untuk pendampingan
kela-ncaran pelal{sanaarl Upsus Siwab dapat ditetapkan Penanggung
Jawab Supervisi tingkat Propinsi dan Kab/Kota. Kepala Dinas Propinsi
dapat menunjuk koordinator wilayah (meliputi beberapa Kab/Kota) dari
eselon 3 lingkup Dinas, bersama-sama Pokja Kab/Kota dan Penanggung
jawab Supervisi Kab/Kota mendorong pelaksanaan Upsus Siwab.



2. Target UPSUS SIWAB Tahun 2019

Dari jumlah potensi akseptor 2018 sebanyak LO32.7 4a ekor, yang
dijadikan akseptor sebanyak 3 juta ekor, dengan target kebuntingan 70 7o

(2,I juta ekor) dan target kelahiran sebesar 80 % (1.68 juta ekor]. Target
akseptor IB, kebuntingan dan kelahiran di masing masing provinsi
sebagaimana tercantum pada Format 3, Format 4 dan Format 5.



BAB II
PEI-AKSANAAN KEGIATAN INSEMINASI BUATAN OB)

A. Pelaksanaan Pelayanan IB
1. Akseptor IB
Akseptor IB adalah induk ternak yang sebelumnya sudah terdafiar di
iSIKHNAS, maupun calon akseptor yang baru di daftankan Ternak yang
sudah didaftarkan tidak perlu didaftarkan kembali dan tetap
menggunakan identitas ternak/daftar hewaa (DH) yang sudah terdaftar di
iSIKHNAS. Untuk konsisten dalam penggunaan identitas temak, Daerah
perlu melakukan penandaan atau penomoran pada individu akseptor (ear
l,:glneck tag/kartu ternak/stiker). Identitas yang sama harus digunakan
oleh petugas Inseminator, PKb, ATR dan pelapor kelahiran aBar tertelusur
dalam iSIKHNAS.

2. Pelaksanaan IB
Pelaksanaan IB dilakukan pada ternak yang berahi sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) IB, dan dilakukan pencatatan serta
dilaporkan me ta-lui iSIKHNAS Temak yang sudah 3 (tiga) kali di IB
namun tidak menunjukkan adanya kebuntingan, petugas inseminator
melaporkan kepada petugas ATR/Medik di wilayah tersebut, untuk
selanjutnya dilakukan pemeriksaan status reproduksi dan jtka dari hasil
pemeriksaar menunjukan gangguan reproduksi maka dilakukan
penanga-nan sesuai prosedur Pelaksanaan IB meliputi layanan IB dan
pelaporan ke iSIKHNAS.

3. Pemeriksaan Kebuntingan
Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dilakukan melalui palpasi recf@l

dan/atau dapat menggunakan alat ultrasonografi (USG) Pemeriksaan
kebuntingan dilakukan pada akseptor IB dan kawin alam. Untuk
pemeriksaan kebuntingan akseptor IB, dilakukan paling cepat 2 (dua)

bulan setelah pelayanan IB, bersifat layanan intensif yang rutin oleh
petugas PKb. Pelaksana pemeriksaan kebuntingan ada-lah dokter hewan,
petugas PKb dan dalam hal kekurangan tenaga PKb, maka Dinas
setempat dapat menetapkan Inseminator yang mempunyai kompetensi
PKb (Permentan 48 psl 34 tahun 2016) Kebuntingan yang dilaporkan
merupakan hasil tindakan pemeriksaan kebuntingan sesuai prosedur
dengan tetap menggunakan identitas induk (DH) yang sudah terdaftar di
iSIKHNAS. Pela-ksanaan PKb meliputi layanar PKb, diagnosa kebuntingan
dan pelaporan ke iSIKHNAS

4. Pelaporan Kelahiran
Kelahiran yang dilaporkan merupakan kelahrran ternak hasil
pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019 dan tahun 2018 yang belum
dilaporka-n, baik hasil [B maupun Kawin A]am. Pelaporal anak atau
p€det dari hasil IB harus dilengkapi dengan keterangan identitas induk
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(DH) dan straw/semen beku/kode bull, dan jenis bangsa/rumpun pedet
didasarkal atas bangsa/rumpun dari pejantan sesuai dengan kode
straw. Kelalfran pedet dari hasil kawin alam wajib juga dilaporkan,
dengan mencantumkan identitas induk (DH) untuk menetapkan
balgsa/rumpun pedet dilihat dari performance pedet (fenotip). Pelaporan
dilakukan melalui iSIKHNAS oleh petugas teknis yang ditetapkan oleh
Dinas setempat.

Kegiatan upsus siwab merupakan satu rangkaian kegiatan yang meliputr
pelayalar IB, PKb dan laporan kelahiran, yarlg tidak terpisahkan
sehingga informasi atau data reproduksi dari sapi/kerbau akan dapat
ditelusur secara lebih baik melalui Isikhnas. Untuk itu capaian dari
aktivitas pelayanan IB, PKb dan Laporan kelahiran sesuai dengan target
yang telah ditetapkan (kebuntingan 70 o/" darl pelayanan tB, kelahiran 80
o/o dari yatg bunting) mcrylcdl ukuran klnertq peatgas atau ullagah.

Syarat menjadi petugas teknis IB dalam UPSUS SIWAB sebagai berikut :

1. Inseminator:

a) Memiliki SIPP Inseminator
b) Bagi yang tidak memiliki SIPP Inseminator, harus memiliki

Keputusan Penugasal dari Kepala Dinas Provinsi atau
Kabupaten/Kota.

2. Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKbl:

a) Me miliki SIPP PKb

b) Bagi yang tidak memiliki SIPP PKb, harus memiliki Keputusan
Penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.

3. Petugas ATR

a) Memiliki SIPP ATR

b) Bagi yang tidak memiliki SIPP ATR, harus memiliki Keputusan
Penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.

4. Dokter Hewan

a) Memiliki SIP-DRH;

b) Bagi yang lidak memiliki SIP-DRH, harus memiliki Keputusan
Penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota

C. Pelatihan/Bimbingan Teknis
1. Jenis Pelatihan/ Bimbingan Teknis
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B. Pelugas Teknis Reproduksi Ternak

Da-lam mendukung keberhasilan UPSUS SIWAB, sumber daya manusia
yang berperan langsung adalah petugas teknis reproduksi ternak.
Petugas teknis reproduksi ternak meliputi medik veteriner dan para
medik veteriner, [nseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Asistensj
Teknis Reproduksi (ATR) yang dalam melaksanakan tugas data Tim sahng
bekerjasama dalam Teknis Terpadu.



b. Penyegaran Petugas Teknrs

Penyegaran Petugas Teknis dilakukan melalui Bimtek bagi petugas
Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Asistensi Teknik
Reproduksi, Rekorder, Petugas Handling Semen Beku, petugas
iSIKHNAS dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan. Metode
bimtek penyegaran petugas dilakukan dalam bentuk teori (clasica0
maksimal 30% dan praktek lapangan minimal 7O%.

c. Sertifikasi Kompetensi

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Upsus
Siwab, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan
BPPSDMP mendorong sertifikasi kompetensi petugas teknis reproduksi
melalui bimtek.

Anggaran pelaksanaan kegiatan penyegaran petugas selain bersumber
dari APBN diharapkar juga dari APBD atau sumber-sember lain sesuai
kebutuhan daerah tersebut.

2. Syarat Peserta Pelatihan
Peserta pelatihan secara umum harus memenuhi persyaratan yang
disesuaikan dengan peraturan yalg berlakut
a. Diutamakan non ASN dari Kelompok Peternak;

b. Siap melayani peternak sesuai bidangnya;

c. Pendidikan minimal SMK bidang kesehatan hewan;

d. Rekomendasi Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan
kesehatan hewan kabupaten/kota setempat

3. Materi Pelatihan/ Bimbingan Teknis
Materi Pelatihan/Bimbingan Teknis Petugas Teknis Reproduksi Ternak
mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan.

4. Permohonan Pelatihan/Bimbingan Teknis
Permohonan pelatihan/ bimbingan teknis sebagai berikut:
a. Permohonan pelatihan dari Dinas Provinsi ditujukan kepada Direkrur

Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur perbibitan
dan Produksi Ternak, dengan melampirkan daftar peserla dan
kelengkapan persyaratan.
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Pelatihan/ bimbingan teknis yang dialokasikan dalam rangka mendukung
UPSUS SIWAB 2019 dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian yaltu :

a. Pelatihan Petugas Baru.
Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh UPI Direktorat Jenderal
Petemakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerjasama dengan
UPI Badan Pengembangan dan Penyrluhan Sumberdaya Manusia
Pertanian (BPPSDMP) di bidang pelatihan peternakan.



b. Permohonan pelatihan dari Dinas Kabupaten/Kota ditujukan kepada
Provinsi dengan melampirkan daftar peserta dan kelengkapan
persyaratan, selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Optimalisasi Petugas Paska PelaLihan

Peserta yang sudah mengikuti pelatihan harus diberdayakan oleh Dinas,
agar kinerja layanan meningkat secara signifikan dengan memberikan
penugasan secara tertulis. Kinerja layanan petugas tersebut dipantau dan

dievaluasi melalui iSIKHNAS.

D. Penggunaan Alokasi DaIa
Pendanaan kegiatan Upsus Siwab Tahun 20I9 dialokasikan untuk :

1. Penyediaan alat dan bahan IB.
Penyediaan alat dan bahan IB antara lain semen beku, plastic sheeth,

gloue, kontainer lapangan, kontainer depo dan N2 cair. Penyediaan

dilaksalakan sesegera mungkin sehingga lidak mengganggu

kelancaral dalam pelayanan.
2. Biaya Pelaporan yang meliputi :

a. Pelaporan pelayanan IB;

b. Pelaporan Pelayanan PKb;

c. Pelaporan Kelahiran

3. Honor Pelaporan (data recordet
Petugas data recorder bertugas membantu kelancaral pelaporan

harian dari para petugas ke sistem iSIKHNAS dan bertanggung jawab

dalam membuat laporan kinerja bulanan (Format 36 terlamptr).
4. Biaya Koordinasi

Anggara! biaya koordinasi digunakal untuk melal<ukan koordinasi,
pendampingar, pembinaan dal evaluasi serta kegiatan lain sesuai
kebutuhan masing-masing daerah.

E. Koordinasi, Pendampingan dan Pengawalan

Untuk dapat bedalannya kegiatan Upsus Siwab dengan lancar dan baik,
perlu dibentuk organisasi pelaksana di tingkat daerah sesual Permentan
No. 48 tahun 2016.
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BAB III
PEI{YEDIAAN DAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU, NITROGEN (NZ) CAIR DAN

KONTAINER

A Semen Beku

1. Penyediaan Semen Beku
Semen beku yang digunakan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB:

a. Memenuhi persyaratan SNI, dan/atau lulus dari uji laboratorrum yang
terakred i tasi ,

b. Semen beku yang berasal dari luar negeri harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dapat menggunakan stok semen beku tahun sebelumnya dan
produksi Tahun 2019.

d. Semen beku yang digunakan untuk kegiatan Upsus Siwab wajib
diregistrasikan ke iSIKHNAS oleh produsen sebelum didistribusikan;

Penyediaan semen beku diprioritaskan berasal dari produsen dalam negeri
dari produsen B/BIB/ Pusat dan BIBD yang sudah memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. Produsen yang telah mendapat sertifrkat SNI dari Lembaga Sertihkasi

Produk (LSPro) benih dan bibit ternak yang terakreditasi atau ditunjuk
oleh Menteri Pertanian; atau

b. Produsen yalg belum tersertifikasi tetapi telah menerapkan Sistem
manajemen mutu dan produknya sesuai SNI yang dibuktikan dengan
hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi;

c. Bila produsen memiliki Laboratorium uji yang terakreditasi,
pemyataan produk yang dihasilkan sesuai SNI dibuktrkan dengan
hasil uji dari laboratorium lain yang terakreditasi bukan dari milik
sendiri.

2. Kebutuhan Semen Beku
Kebutuhan semen beku per jenis dan per rumpun di provinsi/ kabuparen/
kota untuk program UPSUS SIWAB memperhitungkan jumlah dan
rumpun akseptor yang ada di masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota
serta ketersediaan di produsen.

3. Permohonan Kebutuhan Semen Beku
a, Permohonan kebutuhan semen beku dari masing-masing provinsi

ditujukan ke Direktur Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan
cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, selanjutnya Direktur
Perbibitan dan Produksi Ternak menglnstruksikan
BBIB/BIB/BIBD untuk menyediakan semen beku sesuai dengan
prosedur.
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b. Permohonan kebutuhan semen beku masing-masinS
Kabupaten/Kota untuk program Upsus Siwab ditujukan kepada
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan
fungsi petemakan di Provinsi.

c. Permohonan kebutuhan semen beku per jenis per rumpun dari
masing-masing provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan
ketentuan peraturan perundang undangan tentang wilayah
sumbe r bibit di wilayahnya.

4. Pengadaan dan Distribusi Semen Beku
a. Pengadaan Semen Beku

Ditaksanakan sesuai sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah
Pengadaan semen beku dilakukan sesegera mungkin pada awal
tahun untuk memastikan ketersediaan semen beku mendukung
pelaksanaaa IB Upsus Siwab berjalan lancar.

b. Distribusi Semen Beku
Distribusi semen beku dilakukan dengan memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut :

1) Semen beku didistribusikan sampai kepada petugas inseminator,
sesuai prosedur.

2) Penyedia semen beku mendistribusikan semen beku sampai ke
kabupaten/kota. Dalam hal permintaan provinsi, discribusi
semen beku cukup sampai ke provinsi, maka anggaran distribusi
ke kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Provinsi dengan
tetap menjamin ketersediaan ditrngkat insemrnator

3) Untuk menghindari terjadinya kawin sedarah llnbreedingl B IBIB
Nasional/Daerah mengatur pemetaan distribusi semen beku ke
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4) Wilayah sumber bibit menggunakan semen beku sesuai dengan
rumpun yang telah ditetapkan untuk wilayah tersebut.

5) Wilayah yang memiliki sumber daya genetik ternak lokal
mengutamakan penggunaan semen beku dari ternak lokal atau
asli dominan setempat.

6) Penanganan semen beku selama distribusi memperhatikan
penangatanf handling semen yang baik termasuk pemantauan
level N2 cair dalam kontainer oleh petugas yang berkompeten.

B. Nitrogen (Nz) Cair
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1. Penyediaan Nz Cair

Nitrogen cair yang digunakan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB
Tahun 2019:

a. Stok nitrogen cair tahun-tahun sebelumnya;

b. Pengadaan N2 cair tahun 2019.



c. Pengadaaan N2 Cair baik dari APBN, APBD, dan sumber lain.
2. Kebutuhaa Nz Cair

Kebutuhan N2 cair memperhitungkan jumla-h ketersediaan semen beku
yang ada di masing-masing provinsi/kabupaten/kota dan pembagiar zona
ketersediaar Nr cair. Pembagian zona meliputi:
a. Z,ona 1,: terdapat produsen Nz cair dan lokasi terjangkau.

Provinsi yang masuk zona 1 ada.lah kovinsi DKI Jakarta, Banten, Jau'a
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Sumatera
Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Ka.limantan Selatan,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur

b. Zona 2 : terdapat d.epot lfi.lling stofiion) N: cair, topografi daratan dan
waktu tempuh pengiriman Nz cair lebih dari 8 ja:rn.

Provinsi yang termasuk zona 2 adatah Provinsi Kalimantan Tengai,
Bengkulu, Jambi, Riau, Aceh, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan NTB.

c. 7-ota 3 : tidak terdapat produsen dan depot lfilling station) Nz cair,
akses sulit, dan topografi kepulauan.
Provinsi yalg termasuk zona 3 adalah Provinsi Maluku Utara, Maluku,
Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kallmantan
Utara, Kalimantan Barat, dan N'IT.

3. Sta-ndar ketersediaan N2 cair dengan kriteria sebagai berikut:

a, Ketersediaar aman, apabila ketersediaan Nz cair > 75 persen dari tota.l
kebutuhan Nr cair perbular (h!jau).

b. Ketersediaan waspada atau hati-hati, untuk itu perlu dilakukan
pengadaan kembali, apabila ketersediaan N, cair 50-74 persen dari
total kebutuhar N2 cair perbulan (kuning).

c. Ketersediaan darurat atau kritis, apabila ketersedia:.n N2 cair < 50
persen dari dari total kebutuhan N2 cair perbulan (merah muda).

d. Keters€diaan habis, apabila tidak ada N2cair nol persen (coklat).

4. Permohonan Kebutuhan Nz Cair
Permohonan kebutuhan Nz cair dari masing-masing kabupaten/kota
ditujukan kepada Kepala OPD yang mel,al<sanakan fungsi peterna-kan dan
kesehatan hewan di provinsi.
5. Pengadaar dan Distribusi N, Cair
a. Pengadaan Nz Cair

1) Dilaksanal(an melalui e-katalog. Apabila produk e-katatog tida_k
tersedia meka pengadaan N2 cair mengikuti mekanisme pengadaan
sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang
berlaku.

2) Diutamakan dilakukal pada awal tahun sesuai dengal
ketersediaan N, cair dart semen beku.

Daftar produsen N2 Cair yang terdaftar dalam e-katalog sebagaimana
format 6.
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b. Distribusi
Distribusi Nr cair dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut :

1) Nu cair didistribusikan dalam kontainer yang berkualitas dal
dikemas secara baik.

2) Distribusi N, cair diutamakan sampai kepada kabupaten/kota

3) OPD provinsi atau kabupaten/kota memastikar bahwa Nz cair
selalu tersedia dan cukup di tingkat inscminator.

4) Penanganan N2 cai \landtingi harus dilakukan secara baik oleh
petugas yang ditunjuk oleh OPD Provinsi dan/atau Drnas
Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan
kesehatan hewan.

C. Kontainer
1. Ketersediaal Kontainer

Penyediaan kontainer berasal dari:

a. Kontainer yang masih layak dari taltun sebelumrya; dan

b. Pengadaan kontainer tahun 2019.

2. Kebutuhan dan Jenis Kontainer

a. Kebutuhan kontainer mempertinbangka-n kondisi kelayakan darl
ketersediaan kontainer, topografi wilayah distribusi, dan jumlah
semen beku di provinsi/ kabupaten/kota.

b. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat kabupaten/kota, yaitu 2
unit kontainer depo semen beku, 2 unit kontainer depo N2 cair.

c. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat inseminator sebanyak I
unit kontainer lapangan untuk setiap inseminator.

Permohonan Kebu tuhan Kontainer
Permohonan kebutuhan kontainer masing-masing Kabupaten/Kota
ditujukar kepada Kepala OPD yarlg melaksanakan fungsi petemakan
dan kesehatan hewan Provinsi.

E Pengadaan dan Distribusi Kontainer
a. Pengadaan Kontainer

1) Dilaksanakan metalui e-katalog.
2) Diutamakan dilakukan pada awal tahun untuk

kelarcaraan distribusi semen beku dan N2 cair

b. Distribusi
Distribusi kontainer dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut:
1) Kontainer yang didistribusikan harus berkualitas dan dikemas

secara baik.

D
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r) Kontainer yang didistribusikan harus berkualitas dan dikemas
secara baik.
Distribusi kontainer sampai ke Provrnsr.

OPD provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa kontainer
selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator.

Penanganan kontainer lhandling) harus dilakukan secara baik
oleh petugas yang ditunjuk.
Untuk memastikan kualitas kontainer dalam kondrsi baik dan
layak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Petugas
BIB atau petugas yang ditetapkan di lokasi distribusi. Skema
penerimaan kontainer seperti pada Format 7

2)

3)

4l

s)

F. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan distribusi semen beku, Nz cair, dan kontainer
melibatkan para pihak terkait, yaitu:
1. Direktorat Pengolahan darl Pemasaran Hasil Peternakan

a. Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan
pendistribusian semen beku dari BIB Nasional/Daerah ke

provinsi/ kabupaten/ kota sesuai permohonan kebutuhan s€men

beku oleh provinsi dan ditetapkan oleh Direktorat Perbibitan dan
Produksi Ternak

b. Melakukan pemantauan kecukupan semen beku (jumlah dan
rumpun), N, cair dan kontainer di dinas provinsi/kab/kota.

c. Melakukan rekapitulasi data distribusi semen beku, N, cair, dan
konrainer dari seluruh provinsi.

d. Melaksanakan evaluasi distribusi dan ketersediaan semen beku, N:
cair, dan kontainer

e. Membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan
2.OPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan

Provinsi
a. Menetapkar petugas teknis yang berkompeten ditrngkat Provinsi,

yang bertugas untuk:
1) Melakukan pemeriksaan fisik container dan kelengkapan

administrasi.
2) Melakukan pemeriksaan kualitas semen beku pada setiap

penerimaan maksimal 2 x 24 1am untuk selanjutnya dilaporkan
kepada produsen semen beku dengan tembusan kepada
Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

3) Melakukan pemeriksaan ketersediaan N: cair di dalam kontainer
dart mengisinya kembali sesuai volume yang diperlukan, jika
volume Nz cair berkurang.

4) Melakukan pencatatan dan melaporkan penerimaan semen beku
(rumpun, nama dan nomor pejantan, batch produksi, dan nama
produsen semen beku) sesuai dengan Format iSIKHNAS.

b. Melakukan pengadaan Nz cair dan kontainer dengan jumlah sesuai
kebutuhan kabupaten/kota.
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c. Mendistribusika-n N, cair dan kontainer ke wilayah kabupaten/kota.

d. Mengusulkar alggaran APBD untuk penyediaan N2 cair dan
kontainer dalam ralgka pelaksanaan pendampingan kepada Dinas
Provinsi.

e. Memantau daJI melaporkan ketersediaan (stok) dan distribusi
semen beku, N, cair dan kontainer di setiap kabupaten/kota
wilayah Provinsinya melalui Isikhnas oleh petugas pelapor
distribusi.

f. Melaporkan rekapitulasi distribusi dan ketersediaan semen beku,
N2 cair dan container melalui media elektronik (google-form) kepada
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan setiap
akhir bulan.

3. OPD yang menargani fungsr peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten/Kota
a. Menyampaikan kebutuhan semen beku, Nz cair dan kontainer ke

OPD Provinsi

b. Menetapkar petugas teknis yang berkompeten ditingkat
Kabupaten/ Kota, yang bertugas untuk:
1) Melakukan pemeriksaan fisik luar kontainer dan kelengkapan

administrasi.
2) Melakukan pemeriksaan kualitas semen beku pada setiap

penerimaan maksimal 2 x 24 jarn untuk selanjutnya dilaporkan
kepada OPD Provinsi.

3) Melakukan pemeriksaan ketersediaan N2 cair di dalam konLarner
dar mengisinya kembali sesuai volume yang diperlukan, .jika
volume N: cair berkurang.

4) Melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaal semen
beku, (rumpun, nama dan nomor pejantar, batch produksr, dan
nama produsen semen beku), sesuai dengan Format iSIKHNAS
untuk kemudian dilaporkan ke OPD Provinsi.

c. Mendistribusikan semen beku, Nr cair, dan kontainer ke lokasi
distribusi al<hir (Puskeswan/ULIB/ Pos IB/ UPID).

d. Melaporkan ketidakwajaran keadaan kontainer dan kualitas semen
beku ke OPD Provinsi.

e. Melakukan pemusnahan semen beku yang rusak atau tidak sesuai
SNI, dengan dilengkapi Berita Acara dan dilaporkan ke OPD
Provinsi dan/atau Produsen.

f. Mengusulkan anggaran APBD untuk penyediaan N2 carr dan
kontainer dalam rangka pelaksanaan pendampingar kepada OPD
Kabupaten/ Kota.

g. Melaporkan ketersediaan (stok) dan distribusi semen beku, N: cair
dan kontainer di setiap lokasi disrribusi akhir melalui iSIKHNAS
oleh petugas pelapor distribusi (rekapitulasi distribusi dan
ketersediaan semen beku, N2 cair dan kontainer seperti pada
format 8)
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c. Monitoring dan Evaluasi
a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatar distribusi dan

ketersediaan semen beku, N2 cair, dan kontainer di lokasi distribusr
akhir (Puskeswan/ ULIB/Pos IB/UPID) pada tahun berjalan
dilaksanakan secara terkoordinasi antara Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan dengan OPDProvinsi/ Kab/ Kota sesuai
kewenangannya.

b. Pengawasan langsung maupun tidak langsung harus dilakukan oleh
OPD yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di
daerah.

c. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan akan
melakukan evaluasi pada akhir pelaksanaan kegiatan distribusi dan
ketersediaan semen beku, N, cair, dan kontainer. Hasil evaluasi akan
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan
sistem/ mekanisme pendistribusian semen beku, Nu cair, dan
kontainer berikutnya.

d. Monitoring penyediaan semen beku dilakukan secara berjen;ang,
yaitu:

1) Balai Inseminasi Buatan Nasional/Daerah melakukan monitoring
dan evaluasi ketersediaan semen beku di setiap provinsi terkait
jumlah straw, per jenis, per rumpun, kualitas dan stok semen
yang sudah digunakan

2) OPD provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota terkait lokasi
kegiatan program UPSUS SIWAB, jumlah straw yang diterima
kabupaten/kota, jenis dan rumpun, stock semen beku, dal hasil
pelaksanaan IB

3) OPD Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap inseminator terkait jumlah straw yang diterima, jenis
dan rumpun, jumlah penggunaan strarr/, hasil pelaksanaan IB,
stok semen beku.

Tabel terkait distribusi Nz Cair, semen beku dan kontainer tercantum
dalam iSIKHNAS, sebagai berikut:
1. l,aporan Distribusi N, Cair Root 349

2. Laporan Stok N, Cair Root 132

3. Laporan Stok Straw Root 348
4. Laporan Stok Kontainer Root 131

5. Laporan Distrlbusi Straw Root 347
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BAB IV

PEI.IYEDIAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (HPT)

A. Prinsip Pelaksanaan
l. Penanamar dar pengembangan HPI berkualitas

a. Kegiatan penyediaan hijauan pakan ternak (HPT) tahun 2019
diarahkan untuk penyediaan pakar hijauan berkualitas dalam
rangka penirgkatan produksi sapi potong/sapi perah/kerbau.

b. Penyediaan HPT dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu:
1) Penanaman dan pengembangan HPI berkualitas.
2) Pengembangan padang penggembalaan.
3) Pemeliharaan padang penggembalaan.
4) Unit usala hijauan pakan ternak

c. Penyediaan bibit/benih HPf terdiri dari rumput atau leguminosa,
dapat berupa benih (biji), pols, stek atau pohon.

d. Lokasi penanaman HPI dilaksanakan pada lahan strategis yang
relatif dekat dengan usaha dibidang ternak, termasuk lokasi kebun
sawit yang ditanam secara terintegrasi.

e. Pelaporan dan pemasukan data pakan ke dalam sistem informasi
iSIKHNAS yang dilakukan oleh petugas pelapor pakan. Petugas
diutamakar pejabat fungsional pengawas mutu pakan (Wastukan).
Jika pada lokasi kegiatan tidak memiliki Wastukan maka pelaporan
dilakukan oleh petugas yang menangani fungsi pakan/petugas yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

3. Pemeliharaan padang penggembalaan
a. Melal<sanal<an perbaikan dan pemeliharaan prasarana/ sarana

padalg penggembalaan dan peremajaan/penanaman kembali
HPI/legume, dll kegiatan sesuai dengan rincian pemanfataan
anggaran APBN tahun 2019.

b. Tidak mengalihfungsikan lahan yalg sudah ditetapkan sebagai
padang penggembalaan menjadi peruntukan lain.

4. Unit usaha hijauan pakan ternak
a. Pelaksarlaajr kegiatan unit usaha HPf berbasis kelompok yang

memproduksi dan mengkome rsialkan HPT. Produksi HPI bisa
dalam bentuk segar dan/atau olahan (tepung daun, pellet daun)

2t

2. Pengembalgan padang penggembalaan
a. Areal padang penggembalaan baru, status lahan harus clean and

clear, minimal telah memiliki Surat Penetapan dari Kepala Daerah
(SK Bupati).

b. Padang penggembalaan baru, sebelum pelaksanaan kegiatan harus
dilengkapi dengan dokumen SurueA ldentification qnd. Design (SlD),
yang dibuat pada T - I (satu tahun sebelum pelaksanaan).

c. Tidak mengalih fungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai
padang penggembalaan menjadi peruntukan lain.

d. Wajib mengalokasikan APBD pendukung kegiatan.



d. Bersama dengan Tim Pendamping melaksanakart bimtek dan
pendampingan.

e. Mengisi data realisasi penanaman HPT melalui ISIKHNAS melalui
petugas pelapor pakan.

f. Mengirimkal Iaporan kegiatan penyediaan HPI ke Direktorat
Pakan sesuai dengan Format 9.

C. Kriteria Kelompok Penerima Kegiatan
1. K-riteria kelompok penerima kegiatan Penanaman dan Penyediaan HPI

berkualitas
a. Kelompok sapi potong/perah/ kerbau.
b. Sanggup menyediakan lahan untuk menanEun HPT, lebih

diutamakan lahan milik sendiri atau lahan milik kelompok atau
bekerjasama dengan pemilik lahan lainnya.

c. Sanggup menanam, memelihara, mengembangkan dan
memalfaatkan HPI secara berkelanjutan.

d. Menjamin keberlangsungan fungsi kebun HPT sebagai sumber
hijauan pakan temak.

2. Ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang mela-ksanakan fungsi
peternakan dan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan surat
Keputusan tentang penerima kegiatan penanaman dan Penyediaan
HPT berkualitas tahun 2019.

3. Kriteria kelompok penerima kegiatan Pengembalgan Padang

Penggembalaart:
a. Penerima terdiri dari satu atau beberapa ketompok yang berlokasi

di sekitar kawasan padang penggembalaan dan peternak sudah
biasa menggembalakan ternak di lahan tersebut.

b. Sanggup menanarrr, memelihara, dan memanfaatkan padang
penggembalaan secara berkelanjutan

c. Ditetapkar oleh Kepala Dinas Provtnsi yang melaksanakan fungsi
petemakan dan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan Surat
Keputusan tentang Penerima Kegiatan Pengembangan Padang
Penggembalaan tahun 2019.

4. Kriteria kelompok penerima kegiatan Pemeliharaan Padang
Penggembalaan:
a. Penerima kegiatan adalah ke.lompok yang telah mendapat alokasi

kegiatar pengembangan padang penggembalaan sebelumnya dan
diprioritaskan pada kelompok yang menunjukan keberhasilan
sesuai hasil evaluasi Dinas atau pihak luar/pendamping.

b. Sanggup melakukan penanaman/penyisipan Hm unggul,
peneliharaan pagar dan sumber air, pemupukan, pembersihan
gulma, pemeliharaan shelter dan tempat pakan/minum serra
memanfaatkan padang penggembalaan secara berkelanjutan.

c. Kelompok penerima kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi
yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang
dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penerima Kegiatan
Pemeliharaan Padang Penggembalaan tahun 20 19.



5. Kriteria kelompok penerima kegiatan Unit Usaha Hijauan Pakan
Temak:
a. Penerima kegiatan adalah kelompok yang dapat menyediakan

la}lart HPT minimal 5 ha. Lahan tersebut diutamakan lahan milik
anggota kelompok atau milik kelompok atau bekerjasama dengan
pemilik lalan lainnya

b. Kelompok sanggup melaksanakan komersialisasi HPT dalam
wadal unit usaha HPI dan mempunyai potensi untuk
dikembangkan lebih lanjut.

c. Bersedia/ sanggup memelihara serta mengelola lahan yang telah
ditanami HPI dan menjamin keberlangsungan suplai HPT ke Unit
Usaha HPT.

d, Bersedia/ sanggup memelihara dan menggunakan alat dan mesin
pengolah HPI dengan baik.

e. Kelompok penerima ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang
melaksalal<an fungsi petemakan dan kesehatan hewan yang
dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penerima Kegiatan
Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak tahun 2019.

D. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak tahun aoggaran 2Ol9
sebagaimana tercantum pada Format 10

E. Pemanfaatan Anggaran APBN Tahun 2019
Anggarar penyediaan hijauan pakan ternak untuk mendukung program
UPSUS SIWAB Tahun 2019 dialokasikan untuk 4 kegiatan sesuai dengan
DIPA masing-masing Satker, yaitu:
1. Penaraman dan Pengembangan HPI Berkualitas

Anggaran dapat dimanfaatkan untuk beberapa alternatif kegiatan
disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran:
a. Pengadaan bibit/benih HPT diutamakan jenis leguminosa,

disesuaikar dengan ketersediaan bibit/benih, kondisi kesesuaian
lahan, iklim dan ketersediaan air di lokasi kelompok.

b. Pengadaan sarana penanaman (misalnyapupuk dan/atau potybag
serta sarana lain sesuai kebutuhan).

c. Pengadaan alat potong rumpul (choppet^t

d. Pembuatan sumber air dan tatakelolanya.
e. Bimbingan Teknis HPT.
f. Operasional pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan kebun

HPT dan pemanenan HPl.
g. Honor petugas pelapor pakan
h. pelaporan
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2. Pengembangan Padarg Penggembalaan
Anggaran dapat dimanfaatkan untuk pengadaan, pembangunan atau
kegiatan sebagaimana dr bawah ini dan harus disesuaikan dengan
dokumen SID:
a. Rapat koordinasi antara pusat dengan daerah Provinsi, KabuPaten

dan kelompok, dilaksanakan 2-3 kali sesuai ketersediaan dana

Ti:juaa rahor adalah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai

dengan rencana dan jadwal yang disepakati.
b. Peningkatan kapasitas peternak dalam pengeloiaan padang

penggembalaan melalui pelatihan atau magang di BPIU-HPI
Padang Mangatas Sumatera Barat atau BPIU-HPT Sembawa

Sumatera Selatan
c. Pembangunan gedung Unit Pengeloia Kawasan (UPK) pada lokasi

yang disepakati oleh kelompok yang nantinya akan dikelola oleh

manajemen pengelola kawasan.
d. Pengadaan bibit/benih HPT dan pupuk (organik dan/atau kimia)
e. Pembangunan gudang pakan dan/atau gudang peralatan
f. Pembuatan sumber air (embung, sumur dalam) dan tata kelola air.
g. Pengadaan sarana untuk pengolahan lahan, pemeliharaan padang

penggembalaar dan kebun HPT

h. Pembuatan pagar luar dan pagar dalam ar,tar padd.ock.

i, Pembuatan stelter/ oa.ungan.
j. Pembangunan handling yard, ganguaV daolata.u dipptng
k. Operasional pemupukan, penanaman i)rl:p:uLf leguminosa dan

pemeliharaan padang penggembalaan dan kebun HPI.
L Honor petugas recorder pakan

Dinas Provinsi/ Kabupaten penerima kegiatan wajib mengalokasikan
APBD Provin si / Kabupaten untuk kegiatan hsik dan operasional
Iainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatal pengembangan
padang penggembalaan.

m. Pelaporan

3. Pemeliharaan Padarg Penggembalaan
Anggarar dapat dimanfaatkan untuk:
a. Pengadaan bibit/benih HPT ln)mp.utl leguminosi.
b. Bibit pohon leguminosa untuk penguatan pagar luar/pagar dalam

yang juga berfungsi sebagai sumber hijauan pakan.
c. Pengadaan pupuk (organik dan/atau kimia), kaplur dan dolomite
d, Pengadaan herbrbida untuk pemberantasan gulma
e. Perbaikan dan/atau penambahan pagar luar dan/atau pagar

dalam.
f. Perbaikan sarana tata kelola air.
g. Perbaikan gedung UPK dan bangunan lain yang terkait.
h. Peningkatankapasitas SDM kelompok (pelatihan, magang)
i. Operasional kegiatan penyisipan/ penyrrlaman, pemeliharaan dan

perbaikan HPf di area padang penggembalaan, pemberantasan
gulma dan untuk memperkuat kelembagaan kelompok.

j. Honor petugas recorder pakan



k. Pelaporan

4. Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak
Anggarar dapat dimanfaatkan untuk beberapa alternatrf
kegiatandisesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran

antara lain :

a. Pengadaan benih/bibit HPI
b. Pengadaan Pupuk (organik/kimia)
c. Sarana tata kelola air
d. Pengadaan alat dan mesin pengolah HPf sesuai kebutuhan

kelompok (chopper, mesin pengering, mesin pellet, diskmill, drum
biru, alat pengepres, vacqlm sealei)

e. Pembuatan unit usaha HPf
I Operasional pengolahan dan penanaman HPT
g. Honor petugas recorder pakan
h. Pelaporan

F. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
1. Persiapankegiatanpenyediaan HPT:

a. Perencanaan anggaran APBN Tahun 2019.
b. Penlrusunan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Hijauan Pakan

Ternak Tahun 2019.
c. Sosialisasi kebijakan, prograrn, dan kegiatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan
a, Penanaman dan Pengembangan HPI Berkualitas

1) Penetapan lokasi dan kelompok penerima kegiatan dilakukan
pada awal Tahun 2019.

2) Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

3) Tim Provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan
bibit Ht I dan agroinput pakan lainnya.

4) Pelalsanaan kegiatan dilapangan (pengolahan lahan,
penanaman) harus bekerjasama dengan kelompok penerima
(padat karya).

5) Pendampingan dan pemantauan kegiatan dilakukan oleh Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6) Pemeliharaan berkelanjutan melalui dukungan APBD/swadaya
kelompok.

7) Membuat dan mengirim laporan kegiatan ke pusat (Direktorat
Pakan) secara triwulan.

b. Pengembangan Padang Penggembalaan

1) Sebelum pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan barang dan
jasa, maka lokasi lahan harus sudah ditetapkan
denganPeraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati dao
sudah tersedia dokumen hasil Suruey ldentif.cation and Design
(SID). Apabila kedua prasyarat belum tersedia, maka wajib
dipenuhi terlebih dahulu (T- t).

I
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2) Penetapan kelompok penerima kegiatanPengembangan Padang
Penggembalaandilakukan pada awal Tahun 2019.

3) Tim Provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan
sarana dan prasarana serta agroinput lainnya. Pengadaan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4) Pelalsanaan Rakor-1pada awal Tahun 2019 (Januari/ Februari)
bertempat di Provinsi dengan peserta dari Direktorat Pakan, Ahli
Pakan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, kelompok penenma
kegiatan dan pihak terkait lainnya. Sebelum Rakor-1
dilaksanakan, harus dipastikan bahwa rancangan kegiatan dalam
dokumen SID dan ketersediaan anggaran dalam DIPA sudah
sesuai, apabila belurn sesuai maka harus dilakukan harmonisasi
terlebih dahulu.
Tujuan Rakor- 1:

a) Mensosialisasikan kebijakan, program dan kegiatan
pengembangan padarg penggembalaan tahun 2019.

b) Pemaparan hasil SID dan harmonisasi dengan ketersediaan
anggaran sesuai DIPA.

c) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (persiapan, penetapan
kelompok, jadwal pelaksanaan Rakor, pengadaan barang jasa,
pembangunan fisik, pendampingan dan pemantauan).

5) Petaksanaan pekerjaan frsik dr lokasi padang penggembalaan

disesuaikan dengan hasil SID dan Detail Engineeing Design
(DED), antara lain pembuatan pagar luar,pembuatan pagar

dalam, pembangunat shelter, pembuatan tatakelola air dan
sumber a.ir, pembangunan kebun HPT, perbaikan kualitas
padang penggembalaan (pembersihan lahan, pengolahan lahan,
pemupukan, penanaman HPT, pemeliharaan secara mtin),
pembangunan unit pengelola kawasan (UPK), pembangunan
gudang pakan dan/atau gudang peralatan, pembuatan sarana
bioseatitg/ deeping, pintu masuk, dll.

6) Pendampingan dan pemantauan kegiatan oleh Pusat, Provinsr
dan Kabupaten/Kota dilakukan secara rutin dan terkoordinasi.

7) Rakor-2 diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan
Agustus/September 2019 setelah ada kegiatan hsik di lapangan.
Rakor-2 dilaksanakan di Kabupaten lokasi padang
penggembalaan dengan peserta dari Direktorat Pakan, Ahli
Pakan, Dinas Provinsi, Kabupaten serta melibatkan kelompok
penerima.

Tujuan Rakor-2:
a) Melakukan pengecekan kegiatan operasional di lokasi dan

melihat kendala yang ada, baik dalam proses pengadaan
balang dan jasa yang masih berlangsung atau kendala flsik
dalam pelaksanaan di lapangan.

b) Ekspose hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai
saat Rakor-2 dilakukar, kepada seluruh pihak terkait oleh
Satker Provinsi.
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c) Mendiskusikan hasil pengecekan lapang dan mencari solusi
untuk percepatan kegiatan.

8) Pendampingan dan pemantauan terus dilakukan sampai akhir
tahun, untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan saiana
fisik dan penanaman HPI sudah selesai dilaksanakan dengan
baik.

9) Tim Teknis Provinsi berkewajiban membuat laporan
perkembangan kegiatan dan mengirimkan ke pusat setiap
triwulan.

c, Pemeliharaan Padang Penggembalaan

1) Tim Provinsi memastikan jenis kegiatan perbaikan yang
dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perawatan padang
penggembalaan yang telah dibangun pada tahun sebelumnya.
Anggaran dapat dimanfaatkan sebagaimana telah disebutkan di
atas.

2) Tim Provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan
sarala dan prasarana dan agroinput pakan lainnya. Pengadaan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3) Pelalsanaar pekerjaan lisik perbaikan atau pemeliharaan dt
lokasi padaag penggembalaan, misalnya perbaikan (pagar luar,
pagar dalam, sheitel, tatakelola air), pemeliharaan kebun HPT

(pembersihan Bulma, pemupukan, penanaman ulang HPT,

pemeliharaan secara rutin).
4) Pendampingan dan pemantauan kegiatan dilakukan oleh Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota
5) Pemeliharaan berkelanjutan agar dapat terus dilakukan secara

swadaya oleh kelompok atau masyarakat lain yang turut
memanfaatkan keberadaan padang penggembalaan, agar daya
dukung lahan tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

6) Tim Teknis Provinsi berkewajiban membuat laporan
perkembangan kegiatan dan me)aporkan ke pusat setiap
triwulan.

d, Unit usaha hijauan pakan terna

1) Penetapan lokasi dan penerima kelompok kegiatan dilakukan
pada awal tahun 2019.

2) Froses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang undnagan yang berlaku.

3) Tim provinsi berkoordinasi dengan PPK untuk proses pengadaan
bibit HPf, agro input dan pendataan pendukung unit usaha
HPT,

4) Pelaksanaan kegiatan lapangan (pengolahan Iahan dan
penanaman) bekerjasama dengan kelompok penerima dilakukan
secara padat karya.
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5) Kelompok penerima melakukan penerirnaan HPI dan
pemrosesan pengolahan HPI sesuai kebutuhan unit usaha HPl.

6) Kelompok melakukan pengelolaan unit usaha Hm secara
komersial.

7) Pendampingan dan pemantauan kegiatan oleh pusat, provinsi
dan kabupaten/ kota.

8) Pemeliharaan secara berkelanjutan melaiui dukungan APBD/
swadaya kelompok.

9) Membuat dan mengirim laporan kegiatan ke pusat (Direktorat
Pal<ar) secara triwulanan.

G. Pendampingan

1. Pendampingan pada tahun berjalan dilaksanakan secara terkoordinasi
antar instansi oleh tim pusat dan tim daerah terhadap pelaksanaan
kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan.

2, Pengawasan langsung maupun trdak langsung harus dilakukan oleh

Dinas provinsi/ kabupaten / kota yang melaksanal<an fungsi peternakan
di daerah.

3. Hasil pencapaian indikator kegiatan agar dianalisa dan dievaluasi
menggunakan indikator yang telah ditetapkan dan dilaporkan ke
Direktorat Pakan.

4, Evaluasi pada aJ<hir pelaksanaan program dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk penentuan program selanjutnya.

Tabel terkait Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak Tercantum dalam iSIKHNAS,
sebagai berikut:
1. Laporan Hijauan Pakan Ternak Root 137

2. Laporan Produksi Hijauan Pakan Ternak Root 39O

3. Laporan Stok Bibit Hijauan Per Propinsi Root 441
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BAB V
PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI

Identifikasi ternak yang mengalami gangguan reproduksi (gangrep)

dilakukar melalui 2 (dua) cara berdasarkan:
a. Surveillans aktif gangguan reproduksr

Surveillans aktif dilakukan terhadap sapi betina produktif yang
memperlihatkar kriteria gangguan reproduksi. Pemeriksaan bertujuan
untuk menentukan status reproduksinya dan status kesehatan ternak
khususnya terhadap ada tidaknya infeksi penyakit terutama
Brucellosis.
Pemeriksaan status reproduksi dilakukan dengan cara:
1) Inspeksi melalui Skor Kondisi Tubuh (SKT) atau BodA Cond.ition

Score (BCS)dan Status praesens (Present status);
2) Palpasi per rektal;
3) Sonologi dengan menggunalan alat ultrasonografi (bila tersedra);
4) Laboratoris dengan pengambilan dan pemeriksaan sampel darah,

feses; dan
5) lendir vagina (di.scharge uagina).
Penentuar diagnosa dilakukan oleh Dokter Hewan sesuai dengan hasil
perncriksaan fungsi organ reproduksi

b. Surveillans pasif
Survellans pasif dilakukan berdasarkan beberapa hal sebagai berikutl
1) Gejala Klinis berdasarkan anamnese peternak atau inseminator

Kegiatan surveillals ini dilaksanakan sebagai seieksr awal atau
sebagai dasar untuk penanggulangan gangguan reproduksi yang
diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi dari peternak atau
inseminator. Kriteria ternak yang akan drjadikan sebagai target
penanggulargan gangguan reproduksi adalah:
a) Setelah 14 hari melahirkan
b) Ada discharge abnormal
c) Ada siklus estrus abnormal
d) Estrus tidak teramati setelah 50 hari melahirkan
e) Dikawinkan 3 kali lidak bunting
f) Sapi yang bunting lebih dari 280 hari
g) Sapi yang mengalami abortus, prematur atau lahir mati

2) Laporan daftar akseptor yang telah 3 (tiga) kali di IB dan tidak

bunting berdasarkan data iSIKHNAS. Kegiatan ini dilaksanakan

30

A. Mekanisme Kerja
1. Identifrkasi temak yang mengalami gangguan reproduksi
Penetapa-n ternak yang mengalami gangrep didasarkan kepada data-data
ternak yang tidak normal berdasarkan data di isikhnas, catatan petugas
inseminator atau anamnese/ laporan peternak. Data ternak tersebut
dituangkan da.lam list untuk tindaklanjuti penanganan gangguan

reproduksi di lapartgan. ldentifikasr ternak (nomor ID) bersifat tunggal
sesuai dengan yang teregistrasi di iSIKHNAS,



oleh Tim penanggulangan gangguan reproduksi Balai Veteriner
(BBVet/BVet) dengar melakukan pengelolaan data (identilikasi dan
analisa) serta berkoordinasi dengan wilayah kerjanya, Seperti
tergambar pada skema operasional tim kerja gangguan reproduksi
serta tahapan pelaksanaannya pada Format 11 dan Format 12

2. Pemeriksaan dan Penetapan status reproduksi.
Pemeriksaan dalam rangka penetapan status reproduksi ternak sapi dan
kerbau dilakukan dengan cara palpasi rectal danfatau menggunakan alat
ultra sonografi yang dilakukan oleh Petugas ATR dan/atau Dokter
Hewan.Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status reproduksi sapl
atau kerbau akan dilalcukan penetapan status reproduksi, yaitu:
a. bunting,
b. tidak bunting dengan status reproduksi normal;
c. tidak bunting dengan status mengalami gangrep;
d. tidak bunting dengan status mengalami gangrep peEnanen

B. Penanggulangan Gangguan Reproduksi
l. Terapi
Ternak yang telah ditetapkan status reproduksinya dan mengalamj
gangguan reproduksi sesuai dengan Format 13 akan diterapi dengan
perlakuan dan pengobatan, proses kesembuhan bervariasr tergantung
permasalahan reproduksinya sehingga memerlukan terapi 1-2 kali
tergantung ketersediaan anggaran. Selanjutnya sapi yarg telah dilakukan
tindakan perbaikan atau terapi dan dinyatakan sembuh dijadikan
sebagai akseptor IB.

2. Pemeriksaan Ulang Gangguan Reproduksi
Sapi yang tidak sembuh pada terapi pertama dilakukan pemeriksaan dan
terapi kedua. Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan kedua
tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sapi yang ridak sembuh
dinyatakan sebagai sapi tidak produktif dan diterbitkan Surat Keterangan
Status Reproduksi (SKSR) sebagai dokumen administrasi untuk dapat
masuk RPH.

3. Tindak lanjut terhadap sapi yang drnyatakan sembuh
Sapi yang telah dinyatakan sembuh dan siap menjadi akseptor
dipastikan dila-kukan IB. Dokter hewan yang bertanggung jawab di Iokasi
tersebut memonitor tentang realisasi pelaksanaan IB oleh inseminator,
masuknya data kebuntingan dan kelahiran ke iSIKHNAS sehingga
kontribusi kegiatan gangrep dalam Upsus Siwab bisa terukur

Tindakan penanggulangan gangguan reproduksi dijadikan sebagai dasar
dalam penentuan ternak yang dapat disembuhkan Vaust.l) atau tidak
dapat disembuhkan linfatsta). Keberhasilan penarggulangan gangguan
reproduksi dinyatakan berhasil apabila kondisi ternak menunjukkan
gejala estrus normal yang ditandai dengan lendir estrus jemih, benlng,
transparan.
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Setiap sapi/kerbau yang dilakukan penanggulangan gangguan
reproduksi dan belum memiliki Nomor Kartu Ternak yang dikeluarkan
iSIKHNAS, dapat diberikan:
1) Stiker atau ear tog atav. neck tagatau penanda lainnya;
2) Nomor Kartu Ternak yang didaftarkan melalui iSIKHNAS;

c. Tim Pelaksana Penanggulangan Gangguan Reproduksi
t. Pelaksana Penanggulangan gangguan reproduksi adalah Tim Teknis

Terpadu Upsus Siwab di kabupaten/kota yang terdrri dari medrk
veteriner sebagai koordinator, paramedik veteriner, petugas ATR,

Petugas PKb dan lnseminator baik ASN mupun non ASN (THL atau
mandiri) dengan mengutamakan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

sebagai simpul pelayanan Dalam pelaksanannya bekerjasama dengan
Tim Teknis provinsi, Tim Teknis UPT Pusat

2, Pelaporan kegiatan penanganan ganggrep dilakukan oleh petugas yang
melaksanakan kegiatan ke iSIKHNAS dengan menggunakan satu lD
baik yang sudah didaftarkan maupun yang akan didaftarkan ke
iSIKHNAS, Pelaporan data harus dapat me nginformasikan jumlah
ternak yang ditargani, jumlah yang sembuh yaitu berahi, jumlah yang
dilakukar IB, jumlah bunting dan lahir

3. Kompetensi petugas Puskeswan
Keberhasilan penanganan gangrep tidak terlepas dari kompetensi dan
komitmen para petugas pelaksana lapangan Peningkatan kompetensi
petugas puskeswan dilakukan melalur bimbingan teknis atau refresher
penanganan Gangrep.

D. Malajemen Operasional
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegratan dibenruk Tim
Terpadu di masing-masing Satker dengan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Administratif

a. Men5rusun perencanaan program dan anggaran.
b. Membuat matriks pelaksanaan kegiatan.
c. Menginventarisasi data petugas kesehatan hewan kompeten di

bidang reproduksi.
d. Membuat SK tim pelaksana.
e. Menetapkan wilayah sasaran kegiatan.
I Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Kegiaran tingkat provinsi dan

kabupaten/kota.
g.Mela.l<ukan penyegaran/training tim pelaksana Penanganan

gangrep.
h. Melakukan monitoring dan evaluasi
i, Pengelolaan data.

2. Operasional Teknis
a. Men,,usun rencana ker3a teknis berdasarkan data i SIKHNAS yang

merupakan performa reproduksi tahun sebelumnya;
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b. Melaksanakar koordinasi sesuai jenjang;
c. Memeriksa darl mendiagnosa status reproduksi ternak;
d. Mengobati gangguan reproduksi ternak;
e . Mengambil sampel dan pengujian laboratorium;
f. Membuat laporan kegiatan.

3. Penyediaan baha!, peralatan dan obat-obatan
Bahan, peralata! dan obat-obatan dialokasikan di UPI Veteriner dan
selanjutnya melakukan inventarisasikebutuhan bahan, peralatan dan
obat-obatan untuk pelaksanaan kegiatan.

4. Biaya operasional
Pembiayaan untuk pelaksanaan penanggulangan gangguan

reproduksi bersumber dari dana APBN Tahun 2019 dari masing-
masing Satker UPI Veteriner yang telah mendapatkan alokasi dana
penanganan garrgrep. Pembiayaan meliputi biaya operasional seleksi
akseptor, pengobatan dan pemantauan, pendampingan dan
bimbingan teknis serta kegiatan penunJang lainnya.

E. Operasional Kegiatan
Kegiatan Penanggulangan gangguan reproduksi Ternak Sapi dan Kerbau
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu.
1. Tahap Persiapan

a, Sosialisasi Kegiatan
b. Pembentukar Tim Terpadu
c. Penentuan wilayah sasaran
d. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan
e. Pengadaan Barang

2. Tahap Pelaksanaan
a. Penentuan diagnosa status reproduksi ternak.

Penentuan diagnosa status reproduksi ternak dilakukan oleh tlm
terpadu.

b. Ana.lisis hasil pemeriksaan
Apabila ditemukan adanya gangguan reproduksi pada ternak,
dokter hewan memeriksa jenis gangguan reproduksi, sebagaimana
tercantum dalam format 39.

c. P e rlak.ual] f Tt e atme nt
Ternak dengan diagnosa gangguan reproduksi non permanen
dilakukan penanggulangan gangguan reproduksi t-2 kali
penanganan atau sesuai dengan ketersediaan anggaran.

d. Pendataan Hasil
Data hasil kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi selain
sebagai dasar pengukuran kinerja juga sebagai dasar perencanaan
dan pengambitai kebijakan selanjutnya

3. Tahap Pelaporan
Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan
reproduksi wajib diiaporkan melalui iSIKHNAS.
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Tabel Penanggulangan Gangguan Reproduksl sebagaimana tercantum
dalam iSIKHNAS, sebagai berikut:
Laporan riwayat Gangguan Reproduksi Root 3
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BAB VI
PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF

A. Mekanisme kegiatan pengendalian betina produktif
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pemotongan
Betina Produktil Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Di4en PKH) telah menanda tangani Surat Peianjian Kerjasama (MoU)

dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri sejak
bulan Apri.l tahun 2017 dengan butir-butir kerjasama terdiri dari:
Pertukaran data dan informasi; bantuan pengamanan; peningkatan
kapasitas SDM dan pembinaan masyarakat. Untuk tingkat pusat,
kerjasama ini ditindak lanjuti oleh penanggung jawab kegiatan dalam hal
ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dit Kesmavet) Ditjen PKH

dan Kepa.la Biro Pembinaan Operasional (Markas Besar Kelpohsian RI

(Karo Binopsna.l Mabes Polri). Di tingkat daerah (Propinsi), dinas yang
melaksanakan fungsi kesehatan masyarakat veteriner di propinsi
berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (POLDA) melalui Direktorat
Pembinaan Masyarakat untuk menyusun langkahlangkah kegratan.
Selanjutnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dibentuk Tim
Pengendalian Pernotongan Betina Produktif tingkat Propinsi dan
Kabupaten/Kota. Mekanisme Pengendalian Pemotongan Berrna Produktif
didukung oleh kegiatan-kegiatan sosialisasr, pengawasan, dan pembinaan
yang ditingkatkan sebagaimana sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Sosialisasi peraturan dan kebijakan merupakar langkah penting dalam
mencapai target pengendalian pemotongan betina produktif.
Pelaksaraan sosialisasi dapat dilakukan oleh kedua pihak, Dinas
ataupun kepolisian dalam bentuk pertemuan baik di tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten kota, sosialisasi melalui media cetak dan
elektronik, FGD atau kegiatan lain yang disepakati.

b) Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan
terhadap aturan yang telah disosialisasikan. Pengawasan dapat
dilakukan oleh tim terpadu secara berkala melalui kegiatan
pendampingan/sambang di RPH, pasar hewan, check point, kelompok
peternak, dan pengumpul ternak (Jagal) di 32 provinsi target dan 80
kabupaten/kota target serta kabupaten/kota sekitarnya

c) Pembinaan yang ditingkatkan
Pembinaan dilakukan terhadap pelaku usaha, baik pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran maupun pelaku usaha yang secara rutin
melakukan pemotongan hewan (Jagal). Terhadap pelaku usaha yang
melanggar peraturan pelarangan pemotongan betina produktif
pembinaan dilakukan secara bertahap berupa teguran lisan, teguran
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tertulis, penghentian sementara kegiatan pemotongan, denda dan
proses hukum untuk pengenaan sanksi apabila kasus telah memenuhi
kriteria pelanggaran sesuai hukum yang berlaku dengal mengacu
kepada Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan yang
Ditingkatkan yang telah disusun bersama Baharkam Polri.

Mekanisme pengawasan pemotongan betina produktil di RPH dapat
dilihat pada format 14.

B. Lokasi Kegiatan
Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktrf telah berlangsung
sejak tahun 2017 diIr,ana pada tahun 2Ol7 Larget lokasi sebanyak 40
Kabupaten/Kota di 17 Propinsi, tahun 2018 target Iokasi 4l
Kabupaten/Kota di 17 Propinsi dengan tambahan kegiatan Sosialisasi di
17 Propinsi lainnya. Untuk tahun 2019 kegiatan pengendalian betina
produktif dilaksanakan di 80 kabupaten lkota di 32 provinsi, dengan
Iokasi sebagaimana tercantum pada lampiran Format 15.

C. Pelaksanaal Kegiatan tahun 2019

l. Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
Sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif dilaksanakan di
pusat, provinsi dan kabupaten/kota lokasi target sebagaimana berikut:
a. Koordinasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Tingkat Pusat
Koordinasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
tingkat Pusat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan
mengundang 32 provinsi. Kegiatan rni dilaksanakan untuk
mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan, kendala dan
permasalahan pada tahun 2018, sebagai bahan peny.usunan strategi
pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Peserta pertemuan terdiri dari
perwakilan Baharkam Polri, Dinas yang membidangi fungsi
Petemakan dan Kesehatan Hewan yang mendapat alokasi anggaran
kegiatan Pengendalian Pemotongan B€tina Produktil sebanyak 32
provinsi, Kepolisian Daerah dari 32 provinsi, Direktorat Teknis
lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Sekretariat Nasional UPSUS SIWAB, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
panitia Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

b. Sosialisasi dan Advokasi Pengawasan di Provinsi
Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pengawasan di propinsi dilakukan
dalam rangka sosialisasi dan advokasi atau dapat juga dalam rangka
evaluasi pengendalian betina produktif di provinsi/ kabupaten/kota
yang menjadi target pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 17
Propinsi. Kegiatan dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan
yang melibatkan Dinas provinsi/kabupaten/ kota yang membidangr
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fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Rumah Potong Hewan
Ruminansia (RPH-R), unsur Kepolisian (Polda, Pohes), asosiasi
jagal/pelaku usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan. Narasumber
terdiri dari Baharkam Polri dan Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan sesuai kebutuhan Untuk provinsi yang baru
menjadi target pada tahun 2019, telah dilakukan sosialisasi pada
tahun 2018 sehingga tahun 2019 lebih fokus kepada pengawasan
dan penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan cetakan atau media
sosialisasi lainnya sesuai kebutuhan. Akan tetapi bila dibutuhkan
tetap dapat dilakukan pertemuan terutama untuk
mengkoordinasikan Tim Pengawasan tingkat Propinst dan
Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan target pengawasan

c. Sosialisasi dan Advokasi Tingkat Kabupaten/Kota Lokasi
Kegiatan sosialisasr dan advokasi dilaksanakan di kabupaten/kota
lokasi target. Kegiatan berupa pertemuan dengan melibatkan
stakeholders. Tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan
aturar dar kebijakan pelaksanaan pengendalian betina produktif
serta perkembangan kegiatan pengendalian betina produktif di tiaP
kabupaten/kota lokasi target. Kegiatan sosialisasi juga daPat
dilakukan di kabupaten/kota penyangga yang disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran.

d. Sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif melalur media
cetak dan elektronik.

2. Pengawasan Pemotongan Betina Produktif

Pengawasan oleh Tim Terpadu
Kegiatan pengawasan pemotongan betina produktif dilaksanakan di
32 provinsi (80 kabupaten/kota) lokasi target maupun
kabupaten/kota penyangga di 32 provinsr target oleh Tim Terpadu.
Tim ini terdiri dari unsur Dinas provinsi dan kabupaten/kota
(pengawas kesmavet, petugas RPH, PPNS), unsur kepolisian,
dan/atau instansi terkait yang ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesehatan
Masyarakat Veteriner.

a

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan/ sambang ke
lokasi RPH target, pasar hewan, check point, kelompok peternak,
dan pengumpul ternak (Jagal) serta ke lokasi-lokasi TpH dalam
rangka mendorong pemindahan pemotongan ternak dari TpH ke
RPH.

b. Pengawasan di Rumah Potong Hewan (RpH)
Pengawasan di Rumah Potong Hewan dilakukan oleh petugas RpH
mengikuti mekanisme pengawasan di RpH sebagai berikut:
1) Pemeriksaan dokumen.



Pemeriksaan dokumen dilakukan sebelum ternak masuk di RPH
Ternak betina yang dibawa ke RPH wajrb disertai dengan Surat
Keterangan Status Reproduksi (SKSR). Ternak yang tidak
memiliki SKSR dan dengar status reproduksi betrna produktif
ditolak untuk dipotong (ditolak masuk ke RPH). Pemeriksaan
Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dapat bekerja sama
dengan Kepolisian Republik Indonesra

2) Pemeriksaan AM/PM dan status reproduksi,
Bagi ternak dengar SKSR tidak produktif dapat drlakukan
verifikasi berupa pemeriksaan dokumen dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan status reproduksi oleh
petugas AM/PM. Pemeriksaan status reproduksi dilakukan pada
kondisi (i) adanya keraguan terhadap legalitas/ keabsahan
dokumen SKSR; dan (ii) ketidaksesuaian ar[ara dokumen SKSR

dengan kondisi temak (misal jenis ternak berbeda, kondrsi klinis
berbeda, dan lain-lain). OIeh karena itu, hasil veriftkasr SKSR di
RPH merupakan data pemeriksaan status reproduksi ternak di
RPH.

Apabila hasil pemeriksaan status reproduksi di RPH ternyata
sapi/kerbau dinyatakan produktif (bunting, tidak bunting dengan
status reproduksi normal, atau tidak bunting dengan Sangguan
reproduksi yang dapat disembuhkan/ tidak permanen) maka
ternak ditolak untuk dipotong.

Penolal€n pemotonga! terhadap ternak betina produktif dengan
menggunakan format berita acara penolakart (terlampir pada

format 16). Hasil pemeriksaan dokumen dan AM/PM-status
reproduksi menggunakan format sebagaimana pada lampiran
lorrnat 17. Setiap bulannya rekapitulasi hasil pengawasan
dilaporkan oleh Petugas AM-PM kepada Dinas Kabupaten/Kota
sebagaimana formaL lampiran 18

3. Pembinaan yang ditingkatkan
Pembiraarl yang ditingkatkan ditujukan terhadap pelanggaran
pemotongan betina produktif dan dilaksanakan oleh Tim Terpadu dr
(80 kabupaten/kota, 32 provrnsi target). Terhadap pelanggaran
pemotongan betina produktif akan dilakukan pembinaan yartg
ditingkatkan berupa pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-
undalgan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku.
Proses kegiatan pembinaar yang ditingkatkan melalui tahapan: (i)

teguran lisar; (ii) peringatan tertulis; (iii) penghentian sementara ijin
pemotongan; dan (iv) penghentran sementara kegiatan pemotongan
Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan secara bertahap dengan
memperhatikan tingkat pelanggaran dan pe.syaratan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku. (Undang-undang, peraturan
Pemerintal, Peraturan Menteri, peraturan Daerah dan peraturan
Bupati/ Walikota). Pencabutan izin usaha pemotongan, pengenaail
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denda dan sanksi pidana dapat diterapkan apabila pelanggaran telah
memenuhi syarat hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelal<sanaan kegiatan
pengendalia-n pemotongan betina produktif dilakukan secara reguler
oleh Tim dari pusat dan provinsi ke lokasi target. Kegiatan moniroring
dan evaluasi dilakukal untuk melihat implementasi program
pengendalian pemotongan betina produktif di lapangan, mengetahui
kendala atau permasalahan yang dihadapi dan melakukan Iangkah
largkah perbaikan yang diperlukan. Hasil kegiatan monitoring dan
evaluasi didokumentasikan dalam laporan untuk dijadikan bahan
masukan terhadap perbaikan kebijakan yang akan diputuskan
kemudian dalam rangka mensukseskan program pengendalian
pemotongan betina produktif. Evaluasi kegiatan pengendalian
pemotongan betina produktif harus bisa menggambarkan kontribusi
kegiatal dalam Upsus Siwab, terutama dalam penetapapkan akselerasi
IB, kebuntingan dan kelahiran.

Monitoring ke lokasi target oleh Pusat dapat bersama dengan
Baharkam Polri sesuai ketersediaan anggaran. Selain kegiatan
monitoring ke lokasi target, evaluasi pengendalian pemotongan betina
produktif tahun 2019 secara nasional dilaksanakan pada awal tahun
sekaligus pemantapan rencana kegiatan taiun 2019 dalam bentuk
pertemuan Koordinasi dan Advokasi Pengendalian Pemotongan Betina
Produktif.

Pelaporan

Pelaporan secara berkala sangat penting dilakukan untuk mengetahui
darl memonitor pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemotongan
Betina Produktii Setiap kabupaten/kota mengoptimalkan pelaporan
seluruh pemotongan temak melalui iSIKHNAS. Petugas pelaporan
pemotongan adalah petugas pelapor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Pelaporan kegiatan dilakukan secara
berkala melalui dua cara yaitu:
a. Pelaporan harian

Pelaporan harian melalui iSIKHNAS oleh petugas pelaporan data
pemotongar berupa, data pemotongan harial sebagaimana format
pelaporan data pemotongan yang ada di iSIKHNAS (Jenis hewan,
jenis kelamin, produktif/tidak produktif), dan data betina produktil
yang ditolak dipotong di RpH.

b. Pelaporan bulanan
Pelaporan bulanan merupakan rekapitulasi hasil pengawasan data
harian di iSIKHNAS selama satu bulan. pelaporan drlakukan secara

J
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berjenjang dimulai dari RPH kepada Dinas kabupaten /kota yang
kemudian melaporkan ke Dinas provinsi sebagai berikut:
1) Petugas pemeriksaai AM-PM menyampaikan hasil pengawasan

kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) set.rap selesai
melaksarakan kegiatan pengawasan.

2) Dinas kab/kota yang membidangi fungsi peternakan dan
kesehatan hewan menyampaikan laporan hasil pengawasan ke
Provinsi menggunal<an format 19.

3) Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan
kesehatar hewarr setiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 10

tiap bulan) melaporkan hasil pengawasan ke Direktorat Jenderal
Petemakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Kesehatan
Masyarakat Veteriner melalui surat resmi atau melalui email ke

kesmavet(apertanian.so.id selanjutnya ke Pokja Upsus Siwab
Pusat dengan format laporan pengawasan bulanan sebagaimana
tercantum pada lampiran.
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Pelayanan kepada peternak dan Pelaporan ke iSIKHNAS tetap berlanjut
sa-mpai akhir tahun, meskipun target sudah tercapai Keberlanjutan
Iayalan memerlukan dukungan sumberdaya Daerah. Untuk daerah yang
menyediakan tambahan insentif operasional melalui Anggaran APBD
Provinsi/Kabupaten/ Kota atau sumber Iain dapat mensinergrkan dengan
anggaran yang telah tersedia sesuai peraturan perundang undangan yang
berlaku dan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau
Petunjuk Teknis (Juknis).

B. Syarat-syarat Pertanggungjawaban

1 Kegiatan Inseminasi Buatan (lB) Syarat pembayaran operasional
adalah:

a. Rinciar Iaporan pelaksanaan IB yang merupakan hasil print out dari
iSIKHNAS (root 388) ditandatangani oleh petugas bersangkutan,
verihkator dan Pejabat Dinas Kabupaten/Kota sesuai Format 20.

b, Rekap pelal<sanaan kegiatan IB pada huruf a ditandatangani oleh
Bendahara Pembantu Pengeluaran (Bpp) atau petugas yang
ditunjuk, Pejabat Drnas Kabupaten/Kota dan pejabat pembuat
Komitmen (PPK) Provinsi sesuai Format 21.

c. Kuitansi sebagaimana tercantum pada Format 22

BAB VIl
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Kebuntingan (PKb) Syarat pembayaran operasional2. Pemeriksaan
adalah:

a. Rincian laporan pelaksanaan pKb yang merupakan hasil print out
dari iSIKHNAS (root 344) ditandatangani oleh petugas bersangkuran,
verifikator dan pejabat Dinas Kabupaten/Kota sesuai Format 23
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A. Ketentuan Pembayaran

Besaran biaya operasional untuk kegiatan:

l.lnseminasi Buatan sebesar Rp. 30.000,- per pelayanan dan maksimal 3
kali IB dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan
ketentuaII peraturan perundang-undangan.

2. Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) sebesar Rp. 30.000,- per pelayanan
dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

3. Pelaporan kelahiran sebesar Rp. 1O.OO0,- per kelahiran dengan
memperhatikan ketersediaal anggaran sesuai dengal peraturan yang
berlaku

4. Honor data recorder adalah Rp. 400.000,- per bulan diberikan kepada
petugas data recorder yang ditunjuk di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

5. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada ternak yang sama
dilakukan 2 - 3 kali dengan besaran biaya disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran.



b. Rekap pelaksanaan kegiatan PKb pada huruf a ditandatangani oleh
Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) atau Petugas yang
ditunjuk, Pejabat Dinas Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Provinsi. Tercantum pada Format 24.

c. Kuitansi sebagaimana tercantum pada Format 25.

3. Pelaporar Kelahiran Ternak
Syajat pembayaran operasional adalah:
a. Rincian laporan kelahiran yang merupakan hasil print out dari

iSIKHNAS (root 345) ditandatangani oleh petugas bersangkutan,
verifikator dan Pejabat Dinas Kabupaten/Kota sesuai Format 26

b. Rekap laporan kelahiran pada huruf a ditandatangani oieh
Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) atau Petugas yang
ditunjuk, Pejabat Dinas Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Provinsi sesuai Format 27.

c. Kuitansi sebagaimana tercantum pada Format 28.

4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Untuk pelaksanaan Gangguan Reproduksi akan dituangkan lebih
larjut dalam Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Unit Kerja
Pelaksana kegiatan
Syarat pembayaran operasional adalah:

a. Laporan pelaksanaan kegiatan pada jSIKHNAS.

Data tersebut ditandatangani oleh petugas pelalsana penanganan
gangrep Dinas Kabupaten/ Kota setempat dan diketahui oleh
Pejabat Penangung jawab kegiatar Penanganan Gangguan
Reproduksi.

b. Rekap pelaksanaan kegiatan
c. Kuitansi

C. Mekanisme Pembayaran

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat membentukl
a. Kelompok Kerja (Pokja) Upsus Siwab Kabupaten/Kota dengan

Penarggunglawab Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
T\rgas Pokja terkajt dengan mekanisme pembayaran biaya
operasional adalah melakukan verihkasi data IB, pKB, dan ATR yang
telah dilaporkan ke iSIKHNAS dengan petugas lapangan sebelum
dicetak untuk diajukan pembayaraan.

b. Bendahara Pengeluaran pembantu/ perugas yang ditunjuk.
Bendahara Pengeluaran pemban tu / petugas yang ditunjuk oleh
Kepala

Dinas Kabupaten/kota bertugas antara lain:
1) Membuat rekap usulan pembayaran operasional IB, pKb, dan

pelaporan kelahiran yang diusulkan masing masing petugas,
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selanjutnya ditandatangani dan diusulkan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen Provinsi

2) Membuat kuitansi pembayaran sejumlah anggaran pada
masingrnasing rekap, untuk selanjutnya disampaikan ke Pejabat
Pembuat Komilmen Provinsi

3) Menerima biaya operasional dan bendahara pengeluaran dan
membayarkan kepada petugas melalui transfer bank (non tunai)
atau tunai.

4) Menatausahakan dan mendokumentasikan arsip dokumen
pertanggungiawaban pembayaran biaya operasional.

5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Bendahara Pengeluaran, PPK dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

2. Proses pengajuan pembayaran:

a. Petugas melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB ke

iSIKHNAS

b. Rekonsiliasi data iSIKHNAS antara Petugas dengan Pokja

Kabupaten/ Kota.
c. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu

tertentu, ditandatangani petugas, Pokja Kabupaten/Kota, dan
Kepala Dinas.

d. BPP/petugas yang ditunjuk membuat rekapitulasi pembayaran

operasional dan kuitansi pembayarart, ditandatangani oleh BPP/
petugas yang ditunjuk, Pokja Kab/Kota, selanjutnya diusulkan ke

PPK Provinsi.
e. PPK dan Bendahara Pengeluaran melakukan koreksi arltmauk

terhadap rekap usulan BPP/petugas yang ditunjuk, dan

menandatanganinya setelah dinyatakan benar.

f. PPK menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar,
serta menandatangani, selanjutnya:
1). Menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) untuk
pengajuan pembayaran Langsung (LS) ke Kanror pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui rekening bendahara
pengeluaral dan diteruskan kepada BPP/petugas yarrg ditunjuk
untuk diserahkan kepada penerrma; atau

2). Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan
pembayaran melalui UP/TUP kepada BPP/petugas yang ditunjuk
untuk diserahkan kepada penerima. Selanjutnya PPK

menyampaikan SPP kepada PP-SPM untuk pengajuan SPM Nihil
ke KPPN,

g. BPP/petugas yang ditunjuk melaporkan bukti pembayaran BOP IB,
PKb, dan pelaporan kelahiran kepada Bendahara Pengeluaran.

3. Unfuk menunjang kelalcaran pelaksanaan kegiatan Pokja Kab/Kota
disediakan operasional yang meliputi koordinasi, pembinaan,
administrasi kegiatan, dan perjalanan dinas.
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D. Kewajiban Pajak
1. Biaya operasional IB, PKb, dan pelaporan kelahiran merupakan biaya

operasional atas prestasi kerja untuk melaksanakan pelayanan IB,
PKb, dan pelaporan kelahiran dengan menggunakan akun Belanja
Barang Non Operasional La.innya (521219) dikenakan PPh sebesar 1570

untuk PNS golongan IV, 5 % untuk PNS golongan III dan 0% untuk
PNS golongan I dan IL Untuk petugas Non PNS dikenakan taril PPh

sebesar 5% untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak
memiliki NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bendahara pengeluaran berkewajiban untuk memotong paJak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pakta lntegritas
Dalam ralgka efektifitas dan ketertiban pelaksanaan UPSUS SIWAB
dilakukan penandatanganan pakta Integritas oleh Kepa.la Dtnas Provinsi,
PPK, Bendahara, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Petugas Teknis
Reproduksi yang ditetapkan menandatangani pakta integritas sekalr
dalam setahun.

F. Pencairan Dana
Prosedur pencairan dana untuk pembayaran honor dalam kegiatan
operasional UPSUS SIWAB ini dapat dilakukan melalui Liga cara yaitu
pembayaJan melalui uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan
(TUP) dan pembayaran langsung (LS).

1. Pembayaran melalui UP dan TUP

Uang Persediaan atau UP adalah uang muka kerja dalam jumlah
tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayal
pengeluaran yanB menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
me lalui mekanisme pembayaran langsung

Tambahan Uang Persediaan atau TUP adalah uang muka
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan
sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang
ditetapkan.

yanS
yang
telah

2, Pembayalan melalui LS

Pembayaran Langsung atau Pembayaran LS adalah pembayaran yang
dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak
lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan bahwa pembayaran biaya operasional mengikuti rahun
anggaran yarg berlaku dan trdak bisa dibayarkan menggunakan
anggaran akan datang maka seyogranya penlusunan SPJ pembayaran
biaya operasional tersebut jangan sampai melampaui tahun anggaran
yang berlaku.
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BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian Internal
Upsus Siwab merupakan kegiatan strategis yang harus berjalan efisien,
efektif dan tertib. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun dokumen
sistem pengendalian internal (SPI) Upsus Siwab yang memuat identihkasi
resiko, analisa resiko, rencana pengendalian resiko, informasi dan
komunikasi serta rencana pemantauan pengendaliar resiko

Sasaran dari penerapan pengendalian internal pada kegiatan Upsus Siwab
adalah untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya : target
dan sasarar kegiatan Upsus Siwab, pelaporan keuangan Upsus Siwab
yang handal, penata .laksanaan aset kegiatan Upsus Siwab yang tertib,
ketaatan pelaksaraan Upsus Siwab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pimpinan Satuar Kerja sebagai penanggungjawab kegiatan beserta
seluruh jajaran dengan dikoordinasikan melalui Satuan Pelaksana
Pengendalian lntern (Satlak PI) harus menJrusun dokumen pengendalian
intern terhadap setiap tahapan kegiatan Upsus Siwab agar dapat berjalan
dengan lancar dan mencapai tujuan.
Hasil identifikasi resiko kegiatan UPSUS SIWAB sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan IB sebagaimana tercantum pada Format 29.

2. Penyediaan dan Dist busi Semen Beku, Nr Cair dan Kontainer.

Tabel Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, Nz Cair dan kontainer
sebagaimana tercantum pada Format 30

3. Pakan

a. Tabel Identifikasi risiko kegiatan penanaman dan pengembangan
HPT berkualitas sebagaimana tercantum pada Format 31.

b. Tabel Identihkasi risiko kegratan pengembangan Padang
pengembalaan sebagaimana tercantum pada Format 32.

c. Tabel ldentifikasi nsiko kegiatan pemeliharaan padang
pengembalaan sebagaimana tercantum pada Format 33.

4. Penanggulangan gangguan reproduksi
Tabel ldentifikasi Risiko Penanggulangan gangguan reproduksi
sebagaimana tercantum pada Format 34.

5. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
Tabel Identihkasi Risiko Pemotongan Betina Produktf sebagaimana
tercantum pada Format 35.

Dokumen SPI kegiatan Upsus Siwab hams menjadi acuan bagr semua
pihak baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kab lKota agar target tercapai
efisien, efektif dan tertib.
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B. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi kinerja program/kegiatan Upsus Siwab
dilalrukan secara reguler oleh Tim Monev Ditjen Peternakan dan
Kesehatar Hewar.
Monitoring dan evaluasi kinerja teknis secara periodik dan/atau sewaktu-
waktu sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan dilakukan
oleh tim pelaksana operasional teknis (Pokja Upsus Siwab, PJ Supervisi,
Korwil Upsus Siwab) sehingga pelaksanaan kegiatan akan terus
termonitor dan berjalan lancar.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara
akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk
Iaporal, merupakan data dan informasr untuk bahan koreksi
pelaksanaan kegiatan, dan untuk solusi langkah perbaikan kegiatan
selanjutnya,

C. Pelaporan UPSUS SIWAB

Pelaporan semua kegiatan UPSUS SIWAB melalui iSIKHNAS dengan
menggunakan aplikasi Realris format SMS atau aplikasi yang telah
disiapkan. Prinsip dalam pelaporan kinerja UPSUS SIWAB harus mampu;
(1) memantau perkembangan pelaksanaan UPSUS SIWAB secara
berjenjang dan tepat waktu; (2) memberikan informasi bagi para
penanggung jawab disetiap jenjang; dan (3) memberikan input umpan
balik bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya Modui
aptikasi system aptikasi iSIKHNAS dapat dilihat pada

http:/ / luDl!.lliki. iSIKH./YAS. com

Tugas Petugas Pelaporan (data recordef|.

a. Petugas Pelaporan (data recorder) Provinsi:
1. Menyiapkan darl men1,rrsun laporan perkembangan kinerja kegratan

UPSUS SIWAB setiap bulan, serta membantu analisis data dalam
mengevaluasi perkembangan kinerja kegiatan UPSUS SIWAB
bersama dengan Tim Pokja setempat

2. Setiap bulan menyampaikan Laporan Perkembangan Upsus Siu,ab
ke Kepala Dinas untuk diteruskan ke Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan c.q Ketua Pokja Upsus Siwab Pusat dengan
alamat : Kanpus Kementan Gedung C lantai 7, Jl. Harsono RM no. 3
Jakarta Selatan. email : sipabsekn as@mail.com

3. Melalukan asistensi, supervisi dan pemantauan kelancaran arus
data pelaporan dari petugas teknis dan data recorder
Kabupaten/ Kota.

4. Mengoptimalkan penggunaan situs web iSIKHNAS sebagar sarana
sumber data informasi perkembangan kegiatan UpSUS SIWAB
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b. Petugas Pelaporan ldata recordelt Kabupaten/Kota:
1. Melakukan asistensr, supervrsi dan pemantauan kelancaran arus

data pelaporan dari petugas teknis dan menginpur semua data
perkembangan pelaksanaan keglatan teknis ke sistem iSIKHNAS

2. Melakukan pendampingan dan bimbingan tatacara pelaporan
mela-lui sistem iSIKHNAS kepada para petugas di wilayah kerja.

3. Menghimpun dan memasukkan data yang tertunda ke dalam sistem
iSIKHNAS,

4. Membantu penyiapan data administrasi dan keuangan.

c. Ruang lingkup pelaporan UPSUS SIWAB meliputi 2 (dua) jenis
pelaporan yaitu:
1. Laporan Harian yang merupakan gambaran keberhasilan program

UPSUS SIWAB yang meliputi: (1) jumlah sapi/kerbau yang di lB, (2)
jumlal sapi/ kerbau yang telah bunting; dan (3) jumlah
sapi/kerbau yang lahir.

2. Laporan Bulanan yang mempakan perkembangan capaian kinerja
kegiatan operasional UPSUS SIWAB sesuai dengan Format 36.

d. Alur dan Mekanisme Pelaporan

AIur dar mekanisme pelaporan UPSUS SIWAB sesuai dengal Format
37 dan Format 38. Provinsi menyampaikan laporan kinerja Upsus
Siwab secara bulanan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewab Cq. Sekretariat Pokja Upsus Siwab Pusat email:
siwabsekna@gmail.com.

e. Database iSIKHNAS

Laporan Upsus Siwab di iSIKHNAS merupakan database petemakan
nasional yang akan terus dikembangkan. Data dan informasi tersebut
selarjutnya perlu dimanfaatkan sesuai kebutuhan masrng-maslng
kabupaten/kota/ provinsi dan Pusat, baik dalalm perencanaan
maupun pengambilan kebijakan.
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BAB IX
PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan UPSUS SIWAB ini disusun untuk diJadikan
acuan oleh pelaksana kegiatan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam
rangka kelancara-n pelaksanaan UPSUS SIWAB Tahun 2019 dan
keberlanjutan layanan pada masa yang akan datang diperlukan adanya
dukungan APBD dan sumber lain dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai
bentuk komitmen pembangunan di daerah

Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan ini, diharapkan semua pelaksana

kegiatan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, kelompok pelaksana serta

stakehald.er terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara

baik dan benar menuju tercaparnya sasaran yang telah ditetapkan dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

I KETUT D
NIP. 19621 11989031006
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Format l.Struktur Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2019

Total
Populasi

(ekor)

Populasi Betina Dewasa ] Potensi akseptor IB
2-8 tahun I

l7.oso.006l 41.6 r

550.141

1.356.390

vol ekor

7.O94.507

625 43).

8.O32.7 48

vo ekor

65 14.6t1.429

90 28t.529

11
724.229

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Taiun 20 I8

No Jenis

I Sapl
Potong

Sapi Perah 56.86

3

Jumlah
(1+2+3)

18.956 537

Potensl ak5eptor
4.724,229 ekot

LANGKAH OPE RASIO NAL

3t 27t

Format 2. Langkah Operasional UPSUS SIWAB TA 2019

2 312.810

Kerbau 46.11 c

POPULA5I AETINA DEWA9A A$EPI'OR

Bij.s.n P.krn Teh.k 2 13:t,s Hr
P.k nOl.h.nd.n Bah.n P.k nr8,193ton

P.n.na.n.n G.nar.p' 105,000 .lor
t. -nlh, a&h C.n t ,trrm ?rodurrl
sam.n Lku: a 764 039 dogi,
tJ2 Crh r 2a1a25lite.
4, Ol*ibBl d.n X.t!E.dl{n s.m.n &lu,

Nl .Ilrd.. (ont lm.

P.n,.nd.lon P.motongan t th. Produhrldi

,. lh.ri Mry d.n PlLpcnn



Format 3. Target Akseptor UPSUS SIWAB TA.2019

r 200 r 350

15

r 320

1225

535

t2



Format 4. Target Kebuntingan UPSUS SIWAB TA.2O 19

22451 715 2695 2 695

23

23

23

Dt/
r5

112

20 735

221

1 575 I 925

142

93 112 r26

23 1 r55 1155 1155

6r6

9532

2A 56

124

231 000 231 000 231 o0o 23r 000

2

3 r4b k.buidnsrn.d:hh r.b.rr 70!a drn jun{rh p.l.r!.E.n r0

139oOO

756l



2156 1372

12

23 524

0tY

218

101 123

92

22

x.e4^a!6.
r I:[d rd nnE d2or9nnrr.L.h.rr Lbd,t.n Dh,2013 (bur.. Ap d o.r.,*.n
I lrE t hd,rh r.Dr rhq.. rr,!r tn^l r.tih 9 bu. ro hrn
! r,$. kd.na .d.r.h r.hdn alx d.d .irL k hntE.n i,.n dh tu,y

Format 5. Target Kelahiran UPSUS SIWAB TA 2019

r75 | 2a2

sso l r r2o

731 90



Format 6. Daftar Produsen N2 Cair yang Terdaftar dalam e-Katalog

Format 7. Skema Penerimaan Kontainer oleh BIB

SKEMA PENERIMAAN KONTAINER

Pengiriman kontainer kosong

Kontainer di terima oleh BIB

Disiapkan untuk pengiflman semen
beku

No. Narra Produser No. Telepon wilayah

1 AGI Medan 061 6850214
Sumatera2 AGI Palembang

077a-711890AGI Batam
4 AGI Pulogadung 02t-46007+6

Jawa
5 AGI Bandung 022-6030157

AGI Kendal o24-466 2097
7 AGI Surabaya 031-8411376

AGI Bali
Nusa, Bali

9 AGI NTB 021-83709111
10 AGI Banjarbaru 0511-4705138

Kalimantan11. AGI Balikpapan o542-7217500
l2 AGI Bontang 0548-41575

AGI Kutai 021-83709111
14 AGI Makassar o4t1-5to426

Sula\\,esi
15. AGI BitunB 0438-37456

Petugas mencatatat rdentifikasi asal kontainer kelengkapan
kontarner dan mengisi nitrogen carr kemudian didlamkan selama 24

lam

cek kondisi Kontarneroleh Petugas BIB disaksikan ekpedisi

(kondisi fisik, kelengkapan carlsterdan goblet)

Kondisi kontainer baous

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota

o o

071l-5611,702
3.

6.

8. 0361-9006223

Kondisi kontainer rusak/bocor



Format 8. Rekapitulasi distribusi dan ketersediaan semen beku N2 cair dan container

Bulan :.................
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Format 9. Laporal Perkembangan Kegiatan Penyediaan HPI

FORMAT LAPORAN
PEITYEDIAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK TA. 2019

TRJWULAN tl lrr lrrr llv

Provinsi

Alokasi anggaran pakan
(total)
Anggaran HPI

Rp

Anggaran lain (APBD, dll) Rp

PERKEMBANGAN KEGIATAN PENYEDIAAN HF,.I

No
Kabupaten/ Kota

Nama
Kelompok

Jumlah Bantuan *
Realisasi

Pelaksanaan
Kegiatan (%)

Stek/ Pols/ Stolon Ha Fisik Keuangan

2

3

Catatan :

*) Menyesuaikan agro input kegiatan
\v **) Isi sesuai alokasi kegiatan:

1) Penanaman dan pengembangan HPI berkualitas
2) Pengembangan padang pengembalaan

3) Pemeliharaan padangpengembalaan

4) Unit usaha HPT

:Rp

1.



Format 10. Lokasi kegiatan penyediaan hilauan pakan ternak tahun 2019

No Provinsi

Penanaman
dan

pengembangan
HPI

berkualitas

Pengembangan
Padang

Penggembalaan

1 Aceh
2 Sumatera

Barat
3 Riau
4 Lampung
5 Sumatera

Selatan
6 Banten
7 Jawa Barat
8 Jawa

Tengah
9 DIY
10 Jawa

Timur
11 Bali
12 NTB

13 NTT

t4 Kalimantan
Selatan

15 Kalimantan
Tengah

l6 Kalimantan
Timur

l7 Sulawesi
Barat
Sulawesi
Utara

l9 Sulawesi
Selatan

20 Sulawesi
Tenggara

21 Sulawesi
Tengah
Gorontalo
Papua
Barat
Jumlah
Provinsi

t6 2 8 5

Unit
Pemeliharaan Usaha

Padang HPI
penggembalaan

18

I



Format 11. Skema Operasional Tim Kerja Gangguan Reproduksi

O DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

LCT ETERINER

a Etn.! K.bup.t.nlGr.

I

I

I

Format 12. Tahapan pemeriksaan status reproduksi

r : tdSatug lcl.mdnr .!gg{.8

PEMERIKSAAN STATUS REPRODUKSI

Normal Tidak Normal

i mdrl'i*.n

tamrti ctchh S0

lir .I bumir

lilB
l)



Format 13. Diagnosa Kasus Gangguan Reproduksi

Perbaikan
pakan, obat
cacrng, vitamin
ADEK, mineral,
pemberian
hormon GnRH,
dengan syarat
jrka SKT
mcmenuhi syarat
Hormon LH,
GnRH, mineral

rekomendasi
potong

Spool antibiotik
atau rodin
povidon I%,
prostaglandin

ADEK. Mineral,
jika ada CL beri
injeksi
prostaglandin
ADEK Mineral,
jika ada cL beri
injeksi
prostaglandin
prostaglandin,
spool antibiotik
atau iodin
povrdon 1olo,

1 Hypofungsi Ukuran Ovarium lebih
kecil, tidak ada
p€rkcmbangan CL dan
Folikel

Kista folikuler cstrus tetus mcnerus
dengan interval
diperp€ndek
(nimphomania)
Perkembangan folikel
besar di ovarium

2

Hormon
Prostaglandrn,
mineral

3 Kista luteal Estrus lemah hinga
tidak estrus
Perkembangan ovarium,
folikel b€sar di ovarium
Kcluar lendir kcruh,
uterus menebal, ada
CLP

Endomctritis

Spool antibiotik
atau rodin
povidon 1%,
prost!glsndin

5 Metritis Radang pada uterus
setelah partus dalam
waktu 20 hari setelal
mclehirkan, keluar
lendir merah kecoklatan
sampai keputihan lpus)

6 lndure.i 6crvik/
Fibro8is 3crvik
et utcri

pcradangan pada servik
(scrucitis) , discrtai
penebalan (indurasi)
sl<ibat IB atau partus

7 Silenl Heat Estrus tidak
jclas/lemah, dipalpasi
ada a|tifitas ovarium

8 Sub estrus Birahi yang pendek (1-4
jam), di palpasi ada
aldilitas ovarium

9 ryometra Pcmbesaran utcrus,
kcluar eksudet purulen
dari !.ulva, ade CLP,
tonus utcrus lcmbck

r0 Mummiflkasi
fetus

Ada fetus yan8
mengeras, ada CLP

prostaglandin

1t Maserasi letus Ada tulang belulan8
fetus di uterus, ada CLP

t2 Pu bertas yang
tcrtunda

umur sudah due tahun
atau lebih belum ade
altifitas ovarium,
a.nesttus

Perbaikan
pakan, obat
cacing, vitamin
ADEK, mineral,
pemberian
hormon GnRH,
dengan syarat
jika SKT

f,-e,B!t



memenuhi svarat

13 Kawin B€rulang Sapi yang dikawinkan 3
kali atau lcbih tidak
buntint dcn8an siklus
cstrus normal,
Pcnycbebnye
cndomctnds subklinis,
aiste korpora lutcal,
indurasi scrvik, delaycd
ovulasi-

14 Atrofi ovaf i
bileteral

Kedua ovarium sudah
mengalami atropi
(rhen8ecil dan atak
keras)

l5 Freemartin scluruh organ
reproduksi tidak
bcrkcmbarg

l6 Hipopla8ia
ovaria biletera.l

t7 White Hclfer
Discase

Kelainan ariatomi
ditandai dengan uterus
yang tidak lcngkap
(buntu), unrcomis
(utcrus hanya Il

t8 Vaginitis Radang atau JeJas pada
va8lna

Antibiorikl9 Vulvitis Radarg pada !'ulva

20 Servisitis Radan8 pada scrvik Antibiorik

2l Prolaps uteri Kcluamya utcrus dari
!.ulva ba* parsial
lnaupun total

22 Prolaps vagina Kcluamya vagina dari
!1rlva

rePoslsr vaglna

Distokia kesulitan kelahiran manipulatif,
fetotomi parsial,
fetotomi total
Perbaikan
kondisi induk

24 Retensi
plasenta

plasente tidek kcluar
delam waktu 12 jam
setelah partus

P€nSeluaran
plasenta manual,
injeksi oksitosin
(I-2 hari setelah
partus), atau
inJeksi estradiol
benzoat (3-5 hari
setelah partus),
atau inleksi
prostaglandin (di
atas 7 hari) post
partus

Involusi
tertunda

terlambatnya utcrus
kembali ke ukuran
normal setelah

rekomandasr
potong

r€komandasi
potong

rekomandasi

Potong

rekomandasr

Potong

spool antibiotik
kombinasi
dengan

I endometritis
subklinis--
>spool, 2.

sista korpora
luteal--
>Prostaglandin,
3 indurasi
servik-->polong
4 delayed
o!.ulasi.->LH,
GnRH saat lB

Kcdua ovarium tidak
bcrkcmbang

Antibiotik



prostag)andmmelahirkan

Antibiotik,
vitamin, mineral,
prostaSlardin (7

hari setelah
abortus),
oksitosin (1-2

hari setelah
abortus)

26

Pengcluaran fetus pada
waldunya dalam
keadaan mati

Stil)birth Antibiotik,
vits'min, mincral,
Prostaglandin,
oksitosin

Format 14. Mekanisme Pengendalian Pemoton8an Betina Produktif di RPH

Tidak Produktlf

Format 15. Lokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif tahun 2019

TOLAK

(Disertai Berita Acara)

LoLasl Pengeldalian Pemotongan
Bethre Produkif
(Kabupaten/Kota)

PRODUKTIF
Pemeriksaan Dokumen dan

Pemenksaan AM/PLil dan Stat!s
Reproduksi

Potong

No Provlnsl

JuBlah
Lokasl
Target

lNabupatc
n/Kota)

I Jawa Baiat 3
Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kab

Subarlg

2 Jawa Tengah 4
I(ab. Rembang, Kota Pekalongan,

Kab Grobogan, Kab. Sragen

3 DI Yo$/akarta 2 Kab Bantul, Kota Yorya.l(arta

4 Jawa Timur 6
Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang,

Kab. Ponorogo, Kab. Sidoarlo, Kota
Blitar, Kota Surabaya

Pengcluaran fetus
sebelum waktunya dan
mati

Temak Betrna Masuk RPH



No Provlasi

JuEIah
Loka6l
Terget

(Xabupate
u/Kotal

Lokasi PeEgead.gliaa Peaotongan
Betha Produktlf
(Kabupatea/Kota)

5 Sumatera Ba.rat Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota
Solok,Kota Payakumbuh

6 Riau
Kab- Karpar, Kab Rokan Hulu,
Kota Dumai, Kota lndragi Hulu

7 Jarnbi 3
Kota Bungo, Kota Jambi, Kab
Sarolangun

8 Sumatera Selatan 2

I Kalimantan Barat 2

l0 Kalimantan Timu! 2 Kota Bahl?apan, Kota Berau

1l Sulawesi UtaJa 2

t2 Sulawesi Selatai

l3 Sulawes! Tenggara 2 Kota Kenda.ri,Kab. Konawe

t4 Ball 2 Kab.Badung, Kota Denpasar

15 4
Kab Bima, Kab. Dompu, Kab.
Lombok Timur, Kota Sumbawa

r6 Nusa Tenggara
Timur Kota Kupang, Kab. Belu

17 Bengkulu Kab Bengkulu Utara, Kab.Muko-
muko

18 Aceh 2

19 Sumatera Utara 2

Laflpung 2 Kab Pringsewu, Kota Metro

2t Kalirnantan Tengah l

22 Ka.Iimanran Selatan 2
Kab Hulu Sunga.i Selatarl, Kab
Tana-h Laut

Sulawesi Tengah Kota Palu, Kab Pariqimutonq
24 Maluku 2 Kota Ambon, Kota Maluku Tengah

Papua 2 Kota.jayapura, Kab Merauke

26 Ma.Iuku Utara 2
Kota Ternate, Kab. Halmahera
UtaJa

27 BaIIten 2 Kab Lebak, Kab.Pandeglarg

2a Kepulauan Bangka
Belitung Kab Bangka, Kab. Sungar Liat

29 Gorontalo Kota Gorartalo, Kab Gorontalo
30 Papua Barat 2

31 Sulawesi Barat 2
Kab. Ma-muju, Kab. Polewali
Mardar

32 Kalfunaitarl Utara 2
I x.u n,rtrng"r,, Kora Tarakarr

80
kab / kota

Kab Lubuk Linggau, Kab Ogan
Komerirlg Ulu

Kota PontianaL,Kota Singkawa-ng

Kota Manado, Kota Mobago

Kab. Bone, Kota Makassar,
Kab Pare-pare, Kab.Bulukumba

Kab. Tana}l Karo, Kab. Labuan
Batu

Kotaq,arin Timur

Kota S , Kab.Ma,.rokwari

Kab Aceh Barat, Kab Aceh Besar

Kab Kotawaringin Barat, Kab

Nusa Tenggara Barat

2

2

25

32 proviasl



Format 16 Format Berita Acara Penolakan

Pada hari.............................. tanggal

KOP SURAT

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF

delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini
bulan

Penanggung Jau'ab RPHR

tahundua ribu

1. Nama
Jabatan

Alamat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama Pemilik
Alamat

Selanjutnya disebut sebagar PIHAK KEDUA

\v PIHAK PERTAMA menyatakan telal menolak dilakukan pemotongan terhadap
Sapi/Kerbau Betina Produktif milik PIHAK KEDUA dan Pihak KEDUA menyatakan
telah menerima penolakan pemotongan terhadap ternak tersebut dengan
keterangar sebagai berikur :

Jenis Hewan
Bangsa Hewan
No. Identitas Ternak
Umur
Nama Pemilik
Alamat
Alasan Penolakan

Demikian Berita Acara Penolakan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagarmana

!, mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

1

2

3
4
5
6
7

Pemilik Te rnak
Nama Lengkap

Penanggung Jawab RPH
Nama Lengkap



Format 17. Formulir Pemeriksaan Dokumen, Ante-Mortem/ Post-Mortem, dan

Status Reproduksi

Penanggung Jawab RPH

Tanggal Pemeriksaan/ Pen gawasan

(cetel( form aesual keterargan RPH) (diisi oleh petugas registrasi)

KeleDgkapaE Dokutre!
Surat Ja.lan :

Veteriner SKKH :

KeteralgaD TerDak

1 Asal Temak : ......... ... ..

2. Kab/KoLa :. ........ ... .. ..

3. Provinsi :.................
4. Nama pemilik/pejagal :

5. Alamat pemilik/pejagal ..

6. Telepon/ H Ppemilik/ pejagaL

7. Jumlah ternak: ........ Ekor
Perreriksaan Statua Rcproduksi

Betina Produktif

Peaeriksaan Ante MorteE

Ada
Ada

Tidak Ada Sertifikat
Tidak Ada Catatan: E

Diijinkan untuk
dipotong

Harus segera dipotong

Dipotong dengan
pengawasan Dokter
Hewan hewan

Ditunda
pemotongannya

NAMA RPH.R

AtaEat RPH-R (Jalaa, Kelurahan,Kecamatan, Kabupatea/Kota/Provinsi)

Hasil Pemeriksaan JuElah terEak (ekorl

a, Bunting

b. Tidak bunting

Betina Tidak Produktif

Hasll PeEeriksaao JuElah terDak
(ekor)

Keputusau

Hewan
normal/sehat

Hewan Sakit
(pilih keputusan
yang sesuai)

Dilarang dipotong
Catatan



Peoeriksaa! Poat Mortem

Catatan:

Mengetahui,
............, tgl/bln/thn
Pena.nggung Jawab RPH-R

Cap & TTD

Petugas Pemeriksa AMPM

Cap & TTD

HaalI
Pe!Ieriksaa!l

KeputusaE Julnlah
ternak
(ekor)

Keterangalr
(Diagnosa
penyakit)

Daging berasal
dari ternak
yang sehat

Baik untuk konsumsi
manusla

Daging berasal
dari ternak
yartg sakit

Ditolak unluk konsumsr
manusia

Dapat dikonsumsi
manusia setelah bagian
yang tidak layak
dikonsumsi dibuang

Dapat dikonsumsi
manusia setelah
mendapat perlakuan
pemanasan sebelum
diedarkan

I



Format 18. Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengawasan Pemotongan Betrna
Produktif

Provinsr

Kab/Kota

Nama RPH

Bulan

Petugas A[I/PL

No Jumlah Ternak Bstina
Yang Dlpsrlksa

Betina Produktif Betina Tidak
Produktif

Tindak Lanjut
Bu nting Tida k

Bu nting
1

Mengetahui
Kepala RPH

v Format 19. Format Pelaporan Pengendalian Pemotongan Betina Produkti oleh Dinas
Kabupaten/Kota

Provinsi

Kab/Kota

Jumlah RPH

Bulan

unrt

No Jumhh Tsrnsk Betlnr
Yang Dlperiksa

Betina Produktif Bstina Tidak
Produktif

Tindak Lanjut
Bunting Tidak

Bunting
1

2

Mengetahui,
Kepala Dinas Kab/Kota

I



Format 20. Format Laporan Pelal(sanaan IB

LAPORAN PELAXSANAAN INSEMINASI BUATAN

Nama Petugas : Inseminator Pelaksana
Periode:

ID TaEggal IE
rD

ID HeEaD IB1 tB2 lB3 IB4
dct

ID ID BaaA6a

JUMLAII o
TOTAL IB 1,2,3 o

BIAYA OPERASIOI{AL o x 300
oo

PeJabat Dinas Kab/Kota Ver ifikator Petugas

Namzr Nama Nama

( (



Format 21 Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan IB

REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL PETUGAS IB

GOL
(Pr{Sl

JuElah IB Biaye Jumlqh
PsJ8k

Jumlah yrrg Dtt.!tma TaDdr Tangrn

JUMLAH

Tempat, Tanggal ..

Pejabat Pembuat
Komitmen

Nama

Pejabat Dinas
Kabupaten

Namil

Bendahara Pembantu Pengeluaran/
Pejabat yang Ditunjuk

Nama

(

IITLAI



( (

F.orr']at 22- Kuitansi Pelaksanaan IB

DIITAIT PETERNAI(AN DAII HTSEEATAN I{EWAN

PROVINSI ..,...
Beban MAK :

Bukti Kas No. :

Tahun
Anggaran

Tanggal

Sudah terima dad Kuasa Pengguna AngSaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas

Rp

Terbilang =-= ....--. fuPtdh ===

Untuk Pembayaran Pembayaran Operaisonat Inseminasi Buatan, sebagaimana bukti terlampir

SETUJU DlBAYAR

Pejabat Pembuat Komitmen
LUNAS DIBAYAR

Bendahara Pengeluarai

2079

Bendahara Pembarllu Penseluaran

NIP NIP

RI]TTANSI



(

Format 23. Format Laporan Pelaksanaan PKb

LAFORAN PELAKSANAAN XEGIATAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKbI

Kabupaten/ Kota
Periode :........

. Provinsi ..

sd

NO Tanggal PKB Lokasi Na a Petemak ID Petemak
ID

IIcwan
BANGSA
INDIIK

JUMLAII
UMI'R

XEBUNTINGAN
PEMERIRSA

XEBI'I{TINGAN

2

3

JUMLAH PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

Pemeriksa KebuntinganKepala Dinas
Kabupaten/ Kota

Nama

Mengetahur Kepala
Bidang/ Seksi

Nama Namar

(



(

Forlrtat 24. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan PKb

REI(APITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN KEBI'NTINGAN (PK})

Pejabat Pembuat
Komitmen

Pejabat Dinas Kabupaten Bendahara Pembantu
Pengeluaran

Nama Nama Nama

.2019

Nama Petugas GOL (PNsl Jumlah PKb
Btaya

Operasioral
Jumlah

Pajak Jumlqh yang
Dlterima Tanda Tangan

NiIai

JUMLAH

(

NO



((

Format 25. Kuitansi Pelaksanaan Kegiatan PKb

DIITAIT PETERIIAJ(II DAIT KESEIIATAII HEWAX

PROVTTSI .,...,
Bebai MAK

Butdi I(as No.

Tahun
Anggaran
Tanggal

KUITANSI

Sudah tenma dan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas

Uang sebesar Rp

Terbrlang === .-..... ruPldh ===

Untuk Pembavaran Pembayaran Operarsonal Inseminasi Buatan, sebagaimana bukti terlarnpir

SETUJU DIRAYAIT

Pejabat Pembuat Komitmen
LUNAS DIBAYAR

Bendahara Pengeluararl

2019

Bendahara Pembantu Pengeluaran

N ll, NII'



(

Format 26. Format Pelaporan Kelahiran Ternak

LAPORT{N PELAKSANAAN XEGIATIIIT
PELAPORAT KELAHIRAN TERNAI{

Periode : ...(pitih tanggal awal) s.d (pilih tanggal akhir)...

NO
Tanggal

l,ahir Lokasi l{ama
Peternak

ID
Peternak

ID
Induk

ID A.uak BaIrgBa
AIak
ldari

strawl

Kode
Straw

Jumtah
Jenls

Nelamin
Anak

Status
(rB/KAl Pelapor

Kelahiran

I

2

3

JUMLAH LAHIR

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

Mengetahui Kepala
Bidang/Seksi

Petugas Pelapor

Nama Nama Nama

(

Bangsa
Induk



((

Form t 27 . Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Kelahiran Ternak

Pejabat Pembuat
Komitrnen

Pejabat Dinas Kabupaten

Nama Nama

2019

Bendahara Pembantu
Pengeluaran

Nama

NO Nama Petugas GOL (Plrsl Jumlah
Kelahiran

Bialra
opcraslonal

Jut[lah Pajak JuBl.ah yalrg
Dlterl6a Tanda Tangan

Nilai

JUMLAII



((

Format 28. Kurtansr Pelaporan Kelahiran

DINAS PETER'TAI(AN DAN XESEIIATAII HEWAN

PROVTNSI ......
Beban MAK i

Bukti Kas No. :

Tahun
Anggaran
Tanggal :

RUITANSI

Sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas

UaIIg sebesar Rp

Terbilang ,'upldh

Untuk Pembayaran Pembayaran Operaisonal Inseminasr Buatan, sebagaimana bukti terlampir

SETUJU DIBAYAR

Pejabat Pcmbuat
Komitmen

LUNAS DIBAYAR 2019

Elendahara Pen8eluararl Bendahara Pembantu Pengeluaran

NIPNIP



Format 29. Dokumen SPI: Identifikasi risjko kegiatan Pelaksanaan IB, PKb dan
pelaporan kelahiran

AkttvttEs
PcraerdallaE

PelaksaDaan K/
No Proaea Bllda PcEyataaE

R66tLo
Peryebab
Resiko

II PaleLaaDrr!
P6laF!a[ IB

Pelaksanaan
IB tida.l(
mencaPar
tArget

Masih adanya
IB berulang

PcleLsaaaaD
PeEerlksaaa
Keburtirga!
tPKb)

Target
Kebunlingan
tidak tercapai

PetuEas tidak
tertib
melakukan
pemeriksaa.n
dan
pelaporan

Refreshrng
Petugas dan
penyediaan
operasional

SOP Pelaksanaan
PKb

PalaporrD
IB, PNb deE
KelahttaD

Kineda Upsus
tidak Optimal

Masih adanya

sangguan
sistem
Pelaporan

Pemantauan

t€rhadap arus
masuk data

Penetapan
target
akseptor IB
kurang
cermat

Bimbingan dan

soP

Refreshing
Petugas dan
bimbingan
pengenalan
bllahi pada
peternak

SOP pelaksanaan
IB

Masih
terbatasnya
Petugas PKb

Pelatihan
Petugas Baru
dan Detasering
Petugas dan UPI

KebuLuhan
Petugas

Pemberntukan
Tim Terpadu

pelernak
terhadap
tahapan
kegiataan
masih rendah

Penrngkatan
pemahaman SOP

Sinkronisasi
pada peternak

SOP Sinkronisasi

Sosialisasi dan
Pembinaan

Ketaatan
Petugas dalam
melaporkan
masih rendah

Bjmbingan
Teknis Pelaporan

Pembinaan dan

SOP Pelaporan
Penvediaan BOP

Format 30. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Penyediaan dan Distribusi
Semen Beku, N2 Cair dal Kontainer

K/SOP

Pemeliharaan
sistem dan
janngan
iSIKHNAS

No Proscs Blsal. PeEyatraD
RtElko Penyebeb Resiko ALtieites

PengeadallED

1 Penyediaan
Semen Beku,
N2 Cair dal
Kontainer

Tidak
tersedianya
semen beku, N2
cair dan
kontainer
sesuai dengan
peta kebutuhan

Data kebutuhan
dari lokasi,
kabupaten dan
pro\{nsl yanS
tidak akural

Pemasukan
data dari lokasi,
kabupaten dan

konsisten den
berjenjang

SOP data
kebutuhan
semen beku, N2

carr dan
kontainer

Pembinaan dan
Bimbinsan

lEvaluasr
I Pelaporan per

lp.t.rg^"



Pengiriman data
terlambat

Produsen N2 cair
hanya berada
pada lokasi
tertentu

Kelengkapan
dokumen

Petencanaan
yang diperlukan
belum tersedia
den8an lengkap

Jadwal palang
dan lokasi
pendistnbusran

belum irnal

2 Distribusi
Semen Beku,
N2 Cair dan
Kontainer

Tidak
terdistribusinya
semen beku, N2

cair dan
kontainer
dengan tepat
juml6n, waktu
dan kualitas

cara distribusi
oleh produsen
barang yang
tidak sesuai
dengan kondisi
di lokasi

Adanya
dukungan dari
pemerintah
unluk
membantu
kelancaran
distribusi barang

Pclaksanaan
tidak sesuai
den8an prosedur

Penyampaian
laporan dan
tinda-kan
terhadap laporan
tersebut yarlg
tidak s€gera
dilaksanakan

Handling semen
pada saat
memindehkan
semen beku ke

Iapangan yang
tidak efisren dan
sesuai soP

Pengiriman
data tempat
waktu untuk
penentuan

anSgaran dan

P€ngadaan
baranB

Penyesualan
jadwal distribusi
dengan lokasi
produsen N2

Penyesuaian
jadwal disu'ibusi
anggaran dan

Jumlah
kebutuhan
dengan
ketersediaan
bahan produksi

penSadaan
dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan dan
peraturan yanB
berlaku

P€ngglrnaan
kontainer yeng
berisi N2 cair
sesuai dengarn
ketentuan dan
distribusi
barang tepat
waktu

Penanganan

sesuai dengan
ketenluan dan
soP

SOP data
kebutuhan
semen beku, N2

cair dan
kontainer yanB
djlengkapi

soP
penanganan
semen beku dan
N2 cair

SOP
penanSanan
semen beku dan
N2 carr

I



Format 31. Dokumen SPI: Identiflkasi risiko kegiaran penanaman dan
pengembangan HPT berkualitas

Kendah
SOP/
Kebijakan

No Proses Bisnis Risiko Penvebab Risiko Pensendalian

I Sclcksi,
P€netapan
lokasi dan
k€lompok

Keterbmbatan
seleksi dan
penetapan
kelompok

Tida-k ada

Jadwal palang
pelaksanaan
kegiatan

Jadwal
seleksi penetapan
kelompok

Menyusun
jadwal palang
pelaksanaan ke8iatan

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

Tidak adanya
kelompok yang
memenuhi
kriteria

Ketidaksanggu pan
kelompok
menyediakan
lahan untuk
p€nanaman HFf

Kurangnya
kompetensi tim
seleksr kelompok

Tim teknis memastikan
kelompok yang
ditetapkan sesuar
dengan kriteria

2 Pengadaan
barang dan
jasa

Keterlambatan
pengadaan
barang dan
Jasa

Kegagalan proses
pengadaan secara
lelang

Mempersiapkan
proses lelang
Iebih awal (T l)
Mengawal proses
pengadaan di
ULP setempat

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

3 Distribusi
sarana
kcgiatan
(benih/bibit
HPT)

Distribusi
dilakukan
pada musim
kenng dan
trdak tersedia
sumb€r air

Informasi kurang
jelas disampaikan
kepada pemenang
pengadaan baranE

lasa

Tim Teknis
membuat SOP

Meminta PPK
menuhskan dalam
kontrak bahi!'
distribusi HPI'

densan kondisi
ketersediaan air di
lokasi penanaman

Pelaksanan

HPI dan /
atau
p€meliharaan

Target

HPI tidak
tercapai
optimal

Terbatasnya
jumlah
penyedia yan8
mampu
melaksanakan
kegiatan

Terbalasnya

penyedia bibit
HPT komersial

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

waktu tjadwal)
penanaman yang

disesuaikan
dengan

Mendorong Satker
segera

kegiataD HPI
Membuat surat
edaran agar
sumber bibit HPl'
lebih
meningkatkai
produlrtivitasnya

Memantaatkan
data BMKG

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR



Format 32. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Identifikasi risiko kegiatan
Pengembangan Padang Penggembalaan

No Proses Bisnis Risiko Penyebab Risiko

I Seleksi,
Penctapan
lokEsr dan
kelompok

Keterlambalan
seleksi dan
penetapan
kelompok

Tidak adajadwal

kegiatan termasuk
jadwal seleksi dan
penetapan klp

jadwal palang
pelaksanaan
kegiatan

Tidak adanya
kelompok

vanS
memenuhi
kitena

Ketidaksanggupan
kelompok

lahan untuk
penanaman HPI

Kurangnya
kompeteflsi tim
seleksl kelompok

Pengadaan
Barang dan
Jasa

Keterlam batan
pengadaan
barang dan
Jasa

Kegagalan proses
pengadaan secara lelang

' Mempersiapkan
proses lelans
lebih asal (T 1)

. Mengawal

pengadaan di
ULP setempat

3 DistribLrsi

keBiatan
(benih/bibit
HPT)

Distribusi
dilakukan
pada musim
kenng dan
tidak tersedia
sumber air

Informasi kulanB jelas
disampaikan kepada

Pcmcnang
p€ngadaen barang

lasa

Trm Tekn)s
membuat SOP

Meminta PPK

menuliskan
dalam kontrak
bahw dislribusi
HPT disesuaikan
dengan kondisi
ketersediaan air
di lokasi
penanaman

Waktu (jadwal)
penanaman yang
harus
disesuaikan
dengan
ketersediaan air
Mendorong
Satker segera
merealisasikan
kegiatan HPI
Membuat surat
edaran agar
sumber bibit HPI
lebih
meningkatkan
produktivitasnya
Memanfaatkan
dAtA BMKG

Pedlak

J!rklak

Juknis

TOR/Juker

Pelaksanan
Penanaman
HPI dan

/ atau
pemeliharaan

Target
penanaman
HP/T tidak
tercapei
optimal

. Terbatasnya
jumlah penyedia
yaflg mampu
melaksanakan
kegratan

. Terbalasnya
sumber penyedia
bibit HPr
komersial

Aktivitas
Pengendalian

Kendali
soP/

Kebijakan

Tim teknis
memastikan
kelompok yang
ditetapkan sesuai
dengan knteria

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR



No Proses Bisnis Risiko Penvebab Rrsiko
Aktivitas

Pengendalian

Kendali
soP/

Kebijakan

1 Scleksi dan
Penetepen lokasi
dan kelompok

/ Tingkat
kematian
ternak
tinggi

"/ Padanc
tidak

'/ Manajemen
pengelolaan
Padang tidak
beialan
den8an bark

" Dinamika
kelompok
tidak bedalan
dinamis

Menyusun jadwal

Pembagian tugas

2 Pelaksanan
Penanaman
HPT dan / atau
pemeliharaan

Target

Pcnanaman
HPI tidak
tercapai
optimal

,/Terbatasnya
jumlah
penyedia yang
mampu

n kegiatan
/ Terbatasnya

penyedia bibit
HPI komersial

'/ Waktu (jadwal)
penanaman yanS
harus
disesuaikan
dengan
ketersediaan air

" Mendoroll9 Satker
segera

merealisasikan
kegiaten HPI

" Membuat surat
edaran aEar
sumb€r bibit HPT
lebih
meningkatkan
produktivitasnya

" Memanfaatkan
dAt  BMKG

Pedlak

Juklak
Juknis
TOR

Format 33, Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan [dentiflkasr risrko kegiatan
Pemeliharaan Padang Penggembalaan

Format 34. Dokumen SPI: Identifikasi risiko kegiatan Identifikasi Risiko
Penanganan Gangguan Reproduksi

Prorea Blalla Ur.ha Rl.lLo Alttvlta!
PeagcDdaIleE

KEBIJAI{AN SOP

Penanganan
Gangguan
Reproduksi

Pentada6n
obat-obatan
dan hormon
tidak sesuai
dcngan jumlah
dan kasus yan8
ada

Invetarisasi jumlah
dan jenis kasus serta
obat-obatan tahun

Sural Edaran ke
Dinas yang
membidangr
Fungsi PKH untuk

inventariasi jumlah
dan jenis kasus
serta obat-obatan
lahun sebelumnya

Kurangnya
kompetensi
petugas
teknis dalam
penentuan
status
reproduksi

Refresher
(peninSkataJI
kompetensi)ATR
dan dokter hewan
tentan8
pemeriksaan
status reproduksi

Pedoman
Pelaksanaan
dan Petunjuk
Pelaksanaan

SOP

dan penanganan

EanBguan
reproduksi



Keterbatasan

Jumlah petugas
teknis (dokter

ATR) atau tidak

Optimalisasi
Puskeswan dan
THL Medik dan
Paramedik Veteriner

Tid6k ada
laporan
gangreP dan
inseminetor ke
dolter hewsn/
ATR

TeEuran/sanksi dari
atasan langsung/
kepala dinas yang
membidangi fungsi
Pl{H

Kebiasaan
petemak
terhadap sapi
yarlg dr IB 2

kali tidak
bunting
diarlBgap majir
dan dijual

Sosialisasi kepada
petemak tentang
penanganan

SangSuan
reproduksi

Surat Edaran

Surat tesuran/ SOP Pelaporan
kasus gangrep

Pelaksanaan
dan Petunjuk

Format 35. Dokumen SPI: Identiflkasi risiko kegiatan Identihkasi Risiko
Pengendalian Pemotongan Betma Produktil

Penentuan kriteria
peserta di surat
undangan

1. Peningkatan
jumlah dan
kompetensi
petugas

2. Identiflkasi lokasi
dan penjadwalan
kegiatan
pengawasan

Pen).Llsunan
pedoman
pelaksanakan yang
jelas

MenJrusun jadwal
pelaporan dan
mengkomunikasika
n setiap masuk
waktu pelaporan.

No KeglataE Titik Kritis Penge!daliau
1 Penyusunan Pedoman Pedoman

disusun
terlambat Finalisasi Pedoman

pelaksanaan paling
lambat awal bulan
Januari 20 l9

2 Sosialisasi dar Advokasi
Pengendalian
Pemotongan Betina
Produktif

Kegiatan sosialisasi dan
advokasi tidak tepat
Sasaran

Pengawasan Pemotongan
Betina Produktif

l Keterbatasan
petugas

2 Pengawasan tidak
sesuai dengan
sasaran

I Pembinaan yang
ditingkatkan terhadap
pelanggaran pemotongan
betina produktif

Kurangnya keberanian
Tim Terpadu dalam
melakukan pe mbinaan
yang ditimgkatkan

5 Monitoring, Evaluasi,
dal Pelaporan

Keterlambatan pelaporan



Format 36. Outline Laporan Kinerja Upsus Siwab

OUTLINE I"APORAN PERKEMBANGAN KINERJA UPSUS SIWAB

KATA PENGANTAR (ditanda tanganr oleh kepala dinas)

RINGKASAN (mengambarkan capaian Upsus Siwab secara umum atau
absrak dari capaian lB, bunting, lalir dan capaian program pendukung
berupa penarganan gangguan reproduksi, pengendalian pemotongan betina
produktif, pemenuhaa hijauan pakan ternak, ketersediaan dan distribusi
se men beku dan N2 Cair, SDM, dll)

DAFTAR ISI
DAFTAR TAI}EL
DAFTAR GAMBAR (memuat gambar/ dokumentasi pelaksanaan upsus siwab
di lapangan)
I. PENDAHULUAN

1. l. Latar Bolakang
1.2. Tujuan dan Sasaran
1.3.Ruang Lingkup

II. PELAKSANAAN UPSUS SIWAB BULAN .. .,,
2.I. Gambalan Target Upsus Siwab
2.2. Realisasi Iseminasi Buatan, Kebuntingan dan Kelahirarl
2.3. Penyediaan, Distribusi Semen Beku dan N2 cair
2.4 Penyediaan dan Bimbingan Teknis Sumberdaya Manusia Petugas

Teknis Reproduksi
2.5. Penanggulangan Gangguan Reproduksi
2,6. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak
2.7. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
2.8. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

III. Kendala dan Permasalahan

IV.Solusi dan Upaya Penyelesaian Maslaah

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 . Kesimpulan
5.2. Saran

LAMPIRAN (data-data da foto-foto kegiatan)



Format 37. Alur dan Mekanisme Pelaporan Program UPSUS SIWAB

. trFarE iE! kr!* oID, tE
F.E6,aqhtbEDaaXA

. htu*.CED&fua{L-.aN
a.-!D.}!a lql C&a-&--j
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Format 38. AIur Pelaporan Kinerja Kegiatan Upsus Siwab

ALURPE

Pokja Upsus Siwab Provinsi

NERJAKEGIATANUPSqS

(1) Pelaksanaan (eSiatan lB;

dan DistribusiSemen geku,

*$, AB

lffi**l

; (3)Sumber Daya Manusia;

Pakan; (5) PenangSulangan

Reproduksi; den (6)Pengenda ian

Nitro8en ,
(4)Pemenuhan

pilKerbau getina Produktifdi RPH

- tr)lr : -



Format 39. Klasifikasi Gangguan Reproduksi

A. Klasifikasi Gangguan Reproduksi
1. Gangguan reproduksi berdasarkan sifat

Gangguan reproduksi berdasarkan sifat yaitu gangguan reproduksi non
pelrnanen (infertilitas) dan permanen (sterilitas). Gangguan reproduksi yang
bersifat non perrnanen ditandai dengar keterlambatan produksi anak setiap
siklus reproduksinya. Contoh gangguan reproduksi yang bersrfat infertilitas
antara lain:

a. Hgpofungsi ovari (ovarium in-aktif temporer)

Kasus hypo.Jfungsi ouari pada umumnya terJadi pada kondisi BCS dibawah
2,O. Pada kasus ini ovarium akan teraba halus yang ditandai tidak adan!'a
pertumbuhar folikel dan corpus luteum serta uterLrs teraba lembek

PetrallgaDaE: Tingkatkan kualitas dan jumlah pakan, massage (perbaikan
sirkulasi darah di ovarium), pemberian vitamin ADE, hormon perangsang
pertumbuhan folikel atau pembebas hormone gonadotropin, dan deworming.

b. Corpus Luteum Persisten
Kasus kejadiar Corpus Luteum Persisten/ClP merupakan kasus rnfeksi
pada uterus, seperti pyometra, metritis dan mumifikasi fetus.

Pada ovarium ditemukan corpus luteum yang menetap yang disebabkan oleh
tertahannya luteolitic factor (PGF2o) dari uterus. Kondisi tersebut
diakibatkan oleh peradangan atau sebab iain sehngga kadar progesteron
tinggi dan menekan pengeluaran FSH dan LH dari hypoiisa anterior
Selanjutnya folikel tidak berkembang yang berakibat tidak dihasrlkannya
estrogen.

Penanganan: Lisiskan corpus luteum secara hormonal, dan menghrlangkan
penyebab utama dengan pembenan antrbiotika atau preparat lainnya secara
intra uterin linfw si intr aut e rina).

E nd ome tri ti s
Pada umumnya endometritis terjadi seteiah kelahiral abnormal, seperti
abortus, retensio plasenta, distokia, dsb atau sebagai kelanjutan radang
bagian luar (r.ulva, vagina,dan cervix). Tanda klinis ditunjukkan dengan
keluamya lendir kotor saat estrus dan atau keluar lendir mukopurulen
secara kontinFr. Pada kasus endometritis subklinis trdak menunjukkan
gejala yang bisa dipalpasi per rektum.

c

Penanganan: Perbaiki sirkulasi darah di uterus
menimbulkan kerusakan uterus) dan menghilangkan
antibiotika, sulfa atau antiseptik secara intra uterin.

(hati-hati dapat
kuman dengan

d. ryometra
Kejadian endometriLis disertar dengan akumulasi pus dalam uterus, biasanya
bilateral, cervix biasanya dalam keadaan konstriksi, sehingga leleran pus
dari vulva tidak selalu terlihat. Peradangan uterus ini selalu di:kuti dengan
terbentuknya corpus luteum. Penderita akan mengalami anestrus akibat
terbebasnya progesteron dari korpus luteum
Penanganan: obati dengan antibiotika secara infusi intrauterin, pemberian
sulfa atau antiseptika.



Kista Ovaria
Kista ovaria disebabkan oleh defisiensi LH yang mengakibatkan lolikel tidak
mengalami ovulasi, namun dapat menjadi kista persisten dengan drameter
lebih dari 20 mm. Kista dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. kista folikel lfollicular cysts) disebabkan defisiensi LH berat, bersifat
multipel, bilateral, gejala umumnya nimfomania,

2. kista lutea (luteal cgstl disebabkan defisiensi LH ringan, tunggal, gejala
umumnya anestrus,

Penanganar: Berikan hormon yang kerjanya seperti LH (hati-hati sangat
antigenik) atau pembebas hormon gonadotrohn.

Sedangkan gangguan reproduksi yang bersifat lengkap adalah sterilitas atau
disebut juga kemajiran. contoh gangguan reproduksi yang bersifat Sterilitas
ajrt€ra lain:

a, Atrofi ovari
b. Defek kongenital, seperti rreem@rtin, hipoplasia ovaria, aplasra ovaria

c. Fibrosis (indurasi) cervix et utei.

2. Gangguan reproduksi berdasarkan gejala

Gangguan reproduksi berdasarkan gejala drbedakan menjadi empat kelompok
yaitu:

a. Tidak menunjukkan gejala estrus (anestrus). Gejala anestrus ditemukan
pada kasus kista luteal, hypofungsi ovari, atroft, mumifikasi fetus, maserasi
fctus, pyometra, metritis, dan kelainan kongenital lainnya.

b. Estrus yang lemah (subestrus, silent hedt). Gejala subestrus terjadi pada sapi
yang bersiklus normal namun menunjukkan gejala berahinya trdak jelas,
sedargkan silent hedt terjadi pada sapi yang bersiklus namun trdak
menunjukkal gejala berahinya, kecuali kerbau pada umumnya secara
normal menunjukkan silent heat.

c, Estrus terus-menerus (ngmfomania). Gejala estrus terus-menerus
(nymfomanial tcrjadi pada sapi yang berahi terus menerals tanpa disertai
orr:lasi, ditemukar pada kasus kista folikuler lfolliq)lar cAst) dalam ovarium

d. Estrus berulang. Gejala estrus berulang terjadr pada gangguan reproduksi
akibat kegagala! fertilisasi Vertilization failure) dan kematian embrio
(embryonic deatn yang menyebabkan terjadinya kawin berulang Pada sapi
akseptor IB di Indonesia banyak dijumpai endometritis subklinis yang
berakibat 80o/o repeat breeding.

3. Gangguan reproduksi berdasarkan penyebab

Gangguan reproduksi berdasarkan penyebab, dibedakan menjadi dua
kelompok, yaitu:
a. cangguan reproduksi yang disebabkan oleh infeksi agen penyakit yang

menyerang organ reproduksi.
1) Secara spesfik (Brucellosis, vibriosis, leptospirosis, tuberkulosrs, dll)
2) Secara non spesifik (Coltibacilosis, staphylococosis,

cory nc bacteriosis, aspe rg losis, candidiasis)
b. Gangguan reproduksi yang disebabkan non infeksi

1) Kongenital
2) Nutrisi

streptococosis,




